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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan sosial merupakan program wajib  yang
memberikan hak dan menentukan kewajiban masyarakat
terutama pekerja dan pengusaha, terhadap perlindungan resiko
hilangnya penghasilan dan biaya perawatan medis. Jaminan
sosial dapat mengurangl ketidakpastian para pekerja dan
keluarganya, sehingga menciptakan angkatan kerja yang stabil,
sehat dan -produktif.

Meskipun banyak terdapat berbagai sistem jaminan
sosial, ada pula keanekaragamannya, satu sistem menggunakan
pendekatan metode asuransi sosial, sistem lainnya memakai
program tabungan wajib. Walaupun beranekaragam sistem
jaminan sosial tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu
memberikan jaminan sosial para pekerja yang memasuki masa
pensiun, dengan memberikan uang pensiun setiap bulan guna
memenuhi kebutuhan sehari-hari kelak. Dengan demikian begitu
penting jaminan sosial bagi para karyawan, karena dengan
adanya jaminan sosial ini mereka tidak perlu terlalu risau akan

hari-hari dimasa pensiunnya. Sehingga para karyawan dapat

1




[RS]

bekerja dan berkarier dengan baik dan tenang tanpa harus
memikirkan masa-masa pensiunnya, karyawan yang sepertt ini
dalam bekerja dapat meningkatkan botensi dan daya kreasti serta
mungkin dapat membuat renovasi dan inovasi yang besar dalam
lingkungan kerja dan kariernya.

Dari berbagai tabungan masyarakat yang ada, suatu
bentuk vang mulai dikenal masyarakat khususnya masyarakat
tenaga kerja (karyawan) adalah Dana Pensiun, yang perlu
dikembangkan dan ditingkatkan karena disamping merupakan
tabungan jangka panjang, dana pensiun juga merupakan sistem
yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan yang pada
gilirannya akan meningkatkan produktivitas.

Hari tua adalah resiko kehidupan yang dapat
mengakibatkan terputusnya upah karena pada usia demikian
tenaga kerja tidak mampu lagi bekerja. Dengan terputusnya atau
kemungkinan terhentinya upah sechubungan dengan hart tua,
pada tenaga kerja dapat timbul kerisauan dan terpengaruh
keadaan ketegangan bekerja sewaktu tenaga kerja masih mampu
bekerja terutama pada tenaga kerja yané berpenghasilan rendah.

Adanya jaminan ekonomi di hari tua merupakan masalah
yang makin penting, schingga menjadi obsesi setiap karyawan

untuk mempersiapkan masa pensiunnya. Masa pensiun kadang-
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kadang momok bagi para pegauiai, apalagi pegawai tersebut
tidak mempunyai keahlian dan pekerjaan sampingan yang
memadai, sehingga untuk memasuki masa pensiun timbul rasa
takut akan keadaan ekonominya nanti. Uang pensiun yang
diterima tentu lebih kecil dari penghasilan yang diterimanya
setiap bulan sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari banyak dan
mungkin bertambah. Dan untuk memenuhinya hanya dengan
uang pensiun yang dia terima setiap bulannya.

Secara umum dana pensiun “penghasilan yang diterima

oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku” (Sinar Grafika, 1992:69).
Dalam Repelita V, pemerintah telah mengembangkan
program kesehatan,‘ pensiun dan jaminan pesangon yang
menjadi jaminan periindungan yang menyeluruh dan terpadu.
Program  Asuransi Sosial ~Pegawai Negeri  Sipil
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu
PT.Taspen (Persero): Menurut “PP nomor 26 tahun 1981, (Sinar
Grafika, 1992:78) Perusahaan Umum Dana Tabungan Asuransi
Pegawai Negeri yang didirikan derigan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 nomor 21)
setelah melalui penelitian dan penilaian dapat memenuhi syarat-

syarat untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Persero




sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12
(ahun 19697

Dari sudut pertanggungiau}aban keuangan, suatu badan
atau yayasan yang dapat dipercaya untuk mengelola dana
pensiun sebenarnya bersetatus seperti bank atau perusahaan
asuransi.

Sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang
mendapat kepercayaan dari para instansi pemerintah untuk
mengelola dana pensiun  dan asuransi  karyawan, wajib
menyusun laporan keuangan secara berkala berdasarkan standar
akuntansi yang baku dan laporan Keuangan wajib diaudit.
Laporan keuangan disamping wajib memuat informasi dalam
rangka mempertanggungjawabkan  keuangan dari  segi
administratif, tapi juga dari segi manajemen, apakah dana telah
diinventasikan secara tepat dan wajar. Hal ini perlu dikontrol
secara rutin dan ketat untuk menghindarkan hal-hal yang tidak
diinginkan didalam pengelolaan keuangan negara khususnya
dan masa depan para pensiun umumnya, karena dana pensiun
yang akhirnya nanti dibagikan kembali kepada para pensiun
setiap bulannya, merupakan pendapatan para pensiun setiap
bulan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya

schari-hari. Dengan demikian dapat kita lihat tingkat




kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan negara khususnya.
Tetapi di lain pihak, Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tidak
mengemukakan apa-apa mengénai aktiva dan kewajiban dana
pensiun.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, penulis tertarik
untuk melihat bagaimana praktek akuntansi yang diterapkan
oleh PT. Taspen Persero Plg. Untuk itu penelitian ini mengambil
judul : Pencatatan Pemotongan Gaji Untuk Iuran dan
Pembayaran Dana Pensiun Ditinjau Dari Sudut Akuntansi Pada

PT. Taspen Persero Cabang Plg”.

B. Perumusan Masalah

Sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang
mengelola dana pensiun dan juga seperti yayasan dana pensiun
pada umumnya, transaksi-transaksi yang ada adalah transaksi
penerimaan dan pengeluaran uang Oleh karena itu Prinsip
Akuntansi yang dipakai adalah akuntansi penerimaan dan
pengeluaran uang.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di PT.
Taspen (Persero) Cabang Palembang (PT. Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri Cabang Plg (Persero), di dalam

pencatatan pemotongan gaji untuk iuran dan pembayaran dana




pensiun, terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan yang
permasalahannya dapat penulis ru;‘ﬂuskan ;
1. Adanya suatu kondisi dimana dana yang scharusnya
dicatat menjadi dana untuk pengeluaran berkala
dialokasikan dan dicatat menjadi dana untuk pengeluaran

rutin.
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Dana yang dikeluarkan oleh Kantor Kas Negara untuk
PT. Taspen secara triwulan sedangkan pencatatan di PT.

Taspen dibukukan secara bulanan.

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Dari perumusan masalah seperti tersebut di atas, penulis
memandang bahwa untuk menghindarkan hal-hal tidak
diinginkan di dalam pengelolaan dana pensiun ini, sistem
pencatatan data yang akurat merupakan hal yang mutlak,
berdasarkan ini maka pembahasan didalam penelitian ini penulis
batasi hanya dari segi prosedur pencatatan pemotongan gaji
Pegawai Negeri Sipil yaitu bagaimana pencatatan pemotongan
gaji sebagai salah satu dasar penerimaan dana pensiun itu sendiri
dan pencatatan. dalam pembayaran dana pensiun yang

merupakan sistem dari pengeluaran uang.




D. Tujuan Penclitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk : Mengkaj
bagaimana praktek dan prosedur -akuntansi dana pensiun yang
dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero) cabang Palembang, dan
perbandingannya dengan teori yang pcnulislperoleh di bangku

kuliah.

E. Metodologi Penelitian
Dalam mengadakan penelitian ini digunakan metode dan
teknik analisa sebagai berikut :
a. Penelitian Kepustakaan (Library Reééarch)
Dalam penelitian ini diperoleh data dengan membaca
buku buku ilmiah yang ada di perpustakaan serta
literatur, majalah-majalah dan bacaan lainnya yang ada
hubungannya dengan penulisan penelitian ini.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Dalam mendapatkan data diadakan penelitian ke tempat
perusahaan yang bersangkutan. Adapun cara yang
dipakai dalam pengumpulan data ini adalah :
- Tanya jawab atau temu wicara dengan pejabat yang

berwenang atau para pelaksana yang bersangkutan.




- Pengamatan yaitu menga@akan penelitian terhadap
objek yang bersangkutan dan melakukan pencatatan-
pencatatan. }

Setelah data diperoleh dari penelitian yang dilakukan,

herdasarkan teori yang diperoleh penulis di bangku kuliah,
dindakan analisa dan disusun kesimpulan yang selanjutnya akan

diberikan saran-saran.

I'. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang sistematis, maka
penelitian ini diuraikan dalam beberapa bab yaitu sebagai
berikut
Bab1 : Pendahuluan
Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang
permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup
pembahasan, tujuan penelitian dan dalam bab ini juga
dikemukakan metodologi penulisan yang digunakan
untuk mengadakan penelitian serta garis -besar
sistematika pembéhasan.
Bab Il : Landasan Teori
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan

teoritis untuk penulisan skripsi ini yang berisikan




Bab III

Bab IV:

Bab V :

mengenai pengertian dan klasifikast pensiun, sebab-
sebab pemberhentian dan hak pensiun PNS, dan
metode-metode akuntﬁnsi dana pensiun.

Gambaran Umum Terhadap PT. Taspen (Persero)
Cabang Palembang.

Dalam bab ini akan diuraikan sejarah singkat PT.
Taspen (Persero), struktur organisasi PT. Taspen
(Persero), penyediaan dana pensiun, dan pembayaran
pensiun oleh PT. Taspen (Persero).

Pencatatan Pemotongan Gaji Untuk luran dan
Pembayaran Dana Pensiun pada PT. Taspen (Persero).
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang
prosedur pencatatan pemotongan gaji untuk 1uran dana
pensiun, dan prosedur penerimaan dan pembayaran
dana pensiun APBN, dan pertanggungjawaban
pembayaran pensiun.

Kesimpulan dan Saran-saran.

Bab ini akan berisikan kesimpulan-kesimpulan yang
akan diperoleh dari studi kasus di PT. Taspen (Persero)
serta saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi

Persero yang bersangkutan.




BAB Il
LANDASAN TEORI

I3. Pengertian Dan Klasifikasi Pensiun
I. Pengertian Pensiun

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat negara dan abdi
masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan
kelancaran  pelaksanaan pembangunan nasional sehingga

dipandang perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya agar dapat
dipetihara dan dikembangkan daya cipta, daya guna dan hasil

guna.

Usaha pembinaan kesejahteraan tersebut dapat terwujud
dengan usaha menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai-
Negeri Sipil yang diusahakan secara terpusat dan terarah untuk.
dapat mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya.

Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil termasuk didalamnya Dana Pensiun dan Tabungan Hari‘_
Tua (THT). Dana pensiun Pegawai Negeri Sipil ini diberikan
pada Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun.

Menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981,

Pensiun adalah (1992 : 69) Penghasilan yang diterima oleh
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penerima  pensiun - setiap  bulan berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku™

Menurut “yu nomor 11 tahun 1969
(11.Nainggolan,1984:247) Jaminan hart tua dan sebagai balas
jasa terhadap Pegawai Negen Sipil yang telah bertahun-tahun
mengabdikan dirinya kepada Negara™.

Sedangkan menurut “Peraturan pemerintah Republik
(ndonesia nomor 32 tahun 1979 (1979:339) Pemberhentian
schagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang
mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai
Pegawai Negeri Sipil”. '

Dengan hilangnya status Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Negeri yang bersangkutan, apabila ia telah memasuki
batas usia pensiun maka pegawai tersebut harus diberhentikan
schagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Dari berbagai defenisi mengenai pensiun dapat ditarik
kesimpulan bahwa pensiun adalah batas usia Pegawai Negerl
Sipil mengabdikan dirinya pada negara.

2. Klasifikasi Pensiun

Untuk menentukan besarnya jumlah uang pensiun yang

diterima para pensiunan, maké “Pensiun dapat dibagi dalam

beberapa golongan yaitu (PT.Taspen (Persero) : 8)




a. Pensiun sendiri

b. Pensiun janda/duda

¢. Pensiun anak/yatim piatu

d. Pensiun orang tua.

Pensiun sendiri, yaitu

Pensiun yang diberikan pada Pegawai Negeri Sipil 1tu
sendiri yang telah memasuki masa pensiunnya. Besarnya
pensiun yang diterima untuk pensiun pokok pegawai sebulan

maksimum 75 % dan minimum 40 % dari dasar pensiun,
sedangkan besarnya dasar pensiun pokok pegawai sebulan

adalah 2.5 % dari gaji pokok terakhir untuk tiap-tiap tahun
masa kerja. Dimana pensiun pokok sebulan tidak boleh
kurang dari gaji pokok terendah menurut PP tentang gaji dan

pangkat yang berlaku bagi PNS yang bersangkutan.

. Pensiun Janda/Duda yaitu :

Pensiun yang diberikan pada istri/suami dari Pegawai Negeri
Sipil yang tewas atau meninggal. Besarnya pokok pensiun
sebulan untuk PNS yang meninggal adalah 36 % dart dasar

pensiun ~ (gaji  pokok terakhir almarhum/almarhumah),

sedangkan bagi PNS yang tewas besarnya pensiun yang

diterima adalah 72 % dari dasar pensiun (gaji pokok terakbiz.

menurut pangkat almarhum/ almarhumah), dengan ketentuan
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tidak boleh kurang 75 % dari gaji pokok terendah menurut
PP vang berlaku. Apabila terdapat lebih dari satu istri yang
berhak menerima pensiun jar}lda/dudanya dibagi rata.

. Pensiun Anak/Yatim Piatu yaitu :

Pensiun yang diberikan pada anak Pegawai Negeri Sipil |
dimana pegawai PNS  tersebut meninggal  dunia
(Ayah/lbwyang bersang-kutan). Besarnya pensiun  pokok
sebulan 36 % dari dasar pensiun (gaji pokok terakhir) yang
diterima  oleh almarhum/almarhumah (ayah/ibu yang

bersangkutan). _
Pensiun Orang Tua yaitu : 7

Pensiun yang diberikan pada orang tua Pegawai Negen Sipil
yang tidak meninggalkan istri/suami/anak. Hak pensiun yang
diberikan sebesar 20 % dari pensiun janda/dudanya. Jika
orang tua kandungnya cerai masing-masing diberikan
separoh dari jumlah tersebut. Jika orang tua kandungnya
sudah meninggal dunia, pensiun tersebut diberikan kepada

orang tua angkat yang sah.
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I, Scbab-sebab Pemberhentian Da{n Hak Pensiun Pegawai
Negeri Sipil
I, Sebab-sebab Pemberhentian PNS
Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti dengan
hormat mendapat hak sebagaimana mestinya berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku, “hal tersebut diatur dalam
(/U no.8 tahun 1974 pasal 23, antara lain sebagai berikut :
(Departemen Agama : 6)
| Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat,
karena :
a. Permintaan sendiri.
b. Telah mencapai usia pensiun
¢. Adanya penyederhanaan organisasi pemerintah
d. 'Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil .
2. Pegawal Negeri Sipil  yang meninggal dunia dengan
sendirinya dianggap berhenti dengan hormat.

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan

|O'S)

hormat, karena :
a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil jabatan

negeri atau peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
karena dengan sengaja melakukan tindakan pidana
kejahatan vyang diancam dengan hukuman penjara
setinggi-tingginya 4 tahun atau diancam dengan
hukuman yang lebih berat.

4. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormét,
karena :

a. Dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap Karena melakukan suatu tindakan pidana
kejahatan jabatan atau tindakan -pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan,

b. Temyata melakukan penyelewengan terhadap ideologi
negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam
kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah.
Pegawai Negeri Sipil yang diberﬁ_entikan dengan hormat

dapat memperoleh hak pensiun atau dapat diangkat kembali
sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan, sedangkan bagi Pegawai Negeri
Sipil  yang diberhentikan tidak dengan hormat tertutup

kemungkinan untuk memperoleh hak pensiun atau untuk




16

diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sekalipun telah
memenuhi syarat yang diperlykan_ “Sedangkan masalah
pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diuratkan
dalam tiga hal yaitu : (Sudibyo Triatmodjo, 1983:173).
a. Sebab-sebab pemberhentian
b. Hak-hak kepegawaian setelah pemberhentian
c. Ketentuan lainnya.
Dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat
disebabkan oleh 8 (delapan) sebab yaitu :
1. Pemberhentian atas permintaan sendiri.
Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan
berhenti harus secara tertulis dan melalui saluran hirarki.
Permintaan tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1
tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak,
umpamanya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
melaksanakan tugas yang sukar dialihkan. Dalam hal yang
demikian, maka jangka waktu 1 tahun itu dapat dipergunakan
untuk mempersiapkan penggantinya.
. Permintaan berhenti seorang Pegawai Negeri Sipil
dapat pula ditolak apabila pegawai tersebut terikat pada ikatan

dinas, sedang menjalankan wajib militer dan lain-lain alasan

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Apabila permintaan berhenti Pegawai Negeri Sipil
diterima maka, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan undang-
undang vang berlaku, misalnya seorang Pegawai Negert Sipil
yang diberhentikan  dengan  hormat dan pada saat
pemberhentiannya telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki
masa kerja 20 tahun diberikan hak pensiun.

2. Pemberhentian karena mencapai usia pensiur.

Batas usia pensiun bagi pegawai negri sipil adalah 56
tahun. Batas usia pensiun pegawai negri sipil yang.menjabat
jabatan tertentu dapat diperpanjang menjadi 56 tahun, seperti
ahli peneliti, guru besar, lektor kepala baik perguruan tinggi
negeri maupun swasta dan jabatan lain yang ditentukan oleh
presiden. Untuk pegawai negeri sipil yang memangku jabatan
ketua lembaga tinggi\tertinggi negara, pimpinan, eselon [ dan II
atau dokter yang di tugaskan secara penuh pada lembaga
kedokteran, guru yang ditugaskan secara penuh pada SLTA dan
SLTP, penilik taman kanak-kanak, SD, dan penilik pendidikan
agama, pengawas sekolah SLTA dan SLTP, serta jabatan lain
yang ditentukan oleh presiden, maka batas usia pensiunnya

adalah 60 tahun, serta 58 tahun untuk pegawai negeri sipil yang
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memangku jabatan hakim dan jabatan lain yang ditentukan oleh
Presiden .

Pemberhentian  PNS karc;na mencapai usia penstun
adalah pemberhentian dengan hormat, dan diberitahukan kepada
yang bersangkutan 1 tahun sebelum ia mencapai usia pensiun.
Dalam 1 tahun ita PNS yang bersangkutan dipandang perlu
dapat menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
{ugasnya, ‘demikian juga pimpinan instansi yang bersangkutan
dapat menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha
kepegawaian sehingga PNS tersebut dapat menerima  hak-
haknya tepat pada waktunya.

3. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi.

Organisasi memang bukan tujuan karena organisasi
hanyalah sekedar alat dalam melaksanakan tugas pokok, oleh
sebab itu susunan suatu organisasi haruslah selalu sesuai dengan
perkembangan tugas pokoknya, sehingga dapat dicapai daya
guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Perpbahan suatu
organisasi adakalanya mengakibatkan kelebihan pegawai PNS.
Apabila ini terjadi, maka PNS yang kelebihan ifu disalurkan
kepada satuan organisasi negara lainnya.

Andaikata penyaluran itu tidak tmemungkinkan, maka

pegawai yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat
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sebagai PNS atau jabatan negeri dengan mendapatkan hak-hak
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila PNS tersebut berusia 50 tahun dengan masa
kerja untuk pensiunnya sekurang-kurangnya 10 tahun, 1a
diberhentikan secara hormat dengan mendapat hak
pensiun.

b Jika belum mencapai usia 50 tahun dengan memiliki
masa kerja 10 tahun maka diberhentikan dengan hormat
dari masa jabatan negeri dan mendapat uang tunggu.

¢. Uang tunggu tersebut diberikan paling lama 1 tahun dan
dapat diperpanjang setiap 1 tahun sekali dengan
ketentuan pemberian uang tidak boleh lebih dari 5 tahun,
jika usia Pegawai Negeri Sipil telah mencapai usia 50
tahun dengan masa kerja 10 tahun sebelum atau pada
saat habis masa menerima uang tunggu, maka
diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun.

d. Apabila PNS tersebut pada saat menerima uang tunggu
belum mencapai usia 50 tahun tetapi memiliki masa
kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, maka diberhentikan
dengan hormat dengan hak ﬁensiun yang diberikan pada

saat ia mencapai usia 50 tahun, dengan syarat sejak
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menerima pensiun  tidak menerima penghasilan dari

negara.

e. PNS pada saat berakhimgfa masa menerima uang tunggu
telah mencapai usia 50 tahun tetapi belum memiliki
masa kerja 10 tahun, maka ia diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun.

“Adapun besarnya uang tunggu yang diberikan sebesar :
(Sudibyo Triatmodjo, 1983: 182)

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun
pertama.

b. 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk
tahun.selanjutnya”.

Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari
bulan PNS tersebut diberhentikan. PNS yang menerima uang
tunggu ini diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga,
tunjangan lainnya yang berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku. PNS ini dapat diangkat kembali apabila ada lowongan
dan dicabut. pemberian uang tunggunya, jika ia menolak,
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiunnya.

4. Pemberhentian karena melakukan tindakan pidana.

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar sumpah/janji PNS

atau melanggar sumpah/janji jabatan negeri diambil tindakan
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diberhentikan tidak dengan hormat, dengan hormat atau tidak
diambil tindakan pemberhentian, masing-masing tergantung
pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau
ringan perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat
yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

PNS vang diberhentikan tidak dengan hormat apabila
dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5 Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani.

“PNS akan diberhentikan dengan hormat dan mendapat
hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, apabila berdasarkan surat keterangan
tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi karena
keschatannya, menderita penyakit atau kelainan yang
membahayakan lingkungan dan dirinya sendiri serta setelah
berakhir cuti sakit belum mampu bekerja kembali.

6. Pemberhentian karena meninggalkan tugas.

PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam
waktu 2 bulan terus menerus, maka akan diberhentikan
pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. Sedangkan PNS yang

meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 bulan tetapi
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melaporkan dirinya maka dapat ditugaskan kembalt dengan
alasan yang dapat diterima atau diberhentikan dengan hormat.
7. Pemberhentian karena meninégal dunia atau hilang.

PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil .
Untuk PNS yang hilang dianggap telah meninggal pada bulan ke
12 sejak dinyatakan hilang, yang disahkan dengan adanya surat
dari pihak berwajib kepada pimpinan setempat, apabila pegawal
negeri yang dinyatakan hilang serta belum melewati masa 12
bulan diketemukan masih hidup  dan sehat, dipekerjakan
kembali. |
8. Pemberhentian karena hal-hal lain.

PNS yang habis masa cuti diluar tanggungan negara
tidak melapor lagi pada instansi yang bersangkutan
diberhentikan  dengan hormat, sedang yang terlambat
melaporkan diri apabila kurang dari 6 bulan, maka PNS tersebut
dapat dipckerjakan kembali dengan alasan yang benar. Jika
alasan tersebut tidak bisa diterima maka PNS tersebut
diberhentikan dengan hormat, tetapi jika keterlambatan itu lebih

dari 6 bulan maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat.




2. Hak Atas Pensiun PNS

Pensiun adalah janﬁnaﬂ' hari tua dan sebagai
penghargaan jasa-jasa Pegaxvaitrdegeri Sipil  yang telah
bertahun-tahun mengabdikan diri  kepada negara. Karena
pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah
scbagai penghargaan atau balas jasa, maka pemerintah
memberikan sumbangan kepada pegawai negeri tersebut.

Dana pensiun tersebut didapat dari iuran pensiun PNS
dan sumbangan pemerintah yang dipupuk dan dikelola oleh
Badan Asuransi Sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun
seorang PNS akan mendapat hak pensiunnya apabila PNS
tersebut, diberhentikan secara hormat, telah mencapai usia
pensiun dan memiliki masa kerja pensiun paling tidak 20 tahun.
Untuk menetapkan usia pensiun ini atas dasar tanggal lahir yang
disebut pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut
bukti yang sah dan masa kerja yang dihitung untuk menetapkan
hak dan besarnya pensiun.

2.1. Besarnya Pensiun.

Besarnya pensiun sebulan adalah 2,5 % dari dasar

pensiun atau gaji pokok terakhir untuk tiap-tiap tahun masa

kerja.
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Pensiun PNS maksimal adalfah 75 % dari dasar pensiun
(an minimal 40 % dari dasar pensiun, tetapi garis minimal ini
(idak boleh kurang dari gaji pokok ’_terendah menurut ketentuan
lentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai yang
hersangkutan.

) ) Permintaan, Mulai dan Berakhirnya Pensiun.
i, Permintaan Pensiun.

Kantor Badan Administrasi Keuangan Negara (BAKN)
(clah membuat daftar nominatif PNS yang akan pensiun. Daftar
(ersebut akan dikirimkan kepada instansi tempat PNS yang akan
pensiun satu setengah tabun sebelum pegawai tersebut pensiun,
emudian 1 tahun 3 bulan sebelum PNS tersebut pensiun
instansi yang bersangkutan memberikan surat pemberitahuan
kepada PNS yang akan pensiun, berdasarkan ini PNS membuat
surat permintaan pemberhentian dengan hak pensiun.

b, Mulai Penerimaan Hak Pensiun.

Surat permintaan pemberhentian dengan hormat untuk
mendapatkan hak pensiun selambat-lambatnya disampaikan
kepada pimpinan instansi | tahun sebelum masa pensiun,
indaikan pegawai itu tidak menyampaikan surat tersebut maka

akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun tepat

pada waktunya berdasarkan data yang ada pada instansi tersebut.
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Pejabat yang berwenang memberikan pensiun harus
sudah menerima SK pensiun 3 bulan sebelum PNS
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Mulai
pemberian pensiun adalah bulan berikutnya setelah pegawai
yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS, sedangkan
dalam hal memberikan pensiun ditangguhkan, akan dibertkan
bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan mencapal
usia 50 tahun.

¢. Berakhirnya pemberian pensiun.
Pemberian pensiun akan diberhentikan apabila, penerima

pensiun meninggal dunia, sesuai SK pembatalan pemberian
pensiun karena yang bersangkutan diangkat kembali menjadi
NS, sesuai dengan SK pembatalan pemberian pensiun karena
yang bersangkutan terlibat/tindakan dalam suatu gerakan yang
bertentangan dengan Pancasila, dan SK  pemberian pensiun
dicabut karena keterangan yang diajukan untuk pemberian

pensiun tidak benar dan sebenarmya pegawai tersebut tidak

berhak diberi pensiun.




(. Tujuan Dan Manfaat Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil
Di Indonesia, asuransi sosial merupakan salah satu dari
heberapa jenis asuransi yang umumnya relatif masth baru dari
heberapa jenis asuransi lainnya. Hal ini disebabkan timbulnya
asuransi sosial yang berbeda latar belakangnya dengan asuransi
lainnya.
Asuransi pada umumnya diadakan karena adanya

kebutuhan akan peralihan risiko semata- mata dart pihak yang
satu kepada pihak yang lain.peralihan risiko tadl sebenarnya

inerupakan suatu kebutuhan pribadi dari satu pihak dalam hal ins
adalah penanggung dengan didasari adanya kata sepakat sebagai
landasan demi suatu perjanjian. Yang perjanjian disini oalah
perjanjian asuransi/pertanggungan. Dengan adanya peraliha'n
(adi, yang didasari adanya suatu perjanjian, maka akam timbul
konsekwensi selanjutnya ialah pihak yang mengalihkan risiko
(adi harus membayar premi, terutama dalam lapangan
perdagangan, maka dapat dimengerti bahwa asuransi/
pertanggungan pada umumnya menghendaki supaya risiko yang
akan dideritanya diperalihkan kepada orang lain dan dengan

perjanjian  sebelumnya dengan  syarat-syarat yang mereka

sepakat.
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“Lain halnya dengan asuransi sosial, justru timbul karena
suatu kebutuhan masyarakat akan terselenggarakannya suatu
jaminan sosial (social security). Jadi karena adanya suatu
lcbutuhan masyarakat berhubung keadaan dan
perkembangannya, dimana suatu jaminan sosial itu sudah
merupakan suatu hal yang demikian mendesak dan tidak dapat
ditunda. (Ny.Sri Rejeki Hartono,S.H,1981: 140-141)”.

Mehr dan Cammack dalam bukunya yang berjudul

“Principle of Insurance” yang diterjemahkan oleh A.Hasyim
dengan judul “Bidang Usaha Asuransi”, memberikan' defenisi

(cntang asuransi sosial, ialah :

Alat untuk menghimpun resiko dengan memindahkannya
kepada organisasi yang biasanya adalah organisasi pemerintah,
yang diharuskan oleh undang-undang untuk memberikan
manfaat keuangan atau pelayanan kepada atau atas nama orang-
orang yang diasuransikan itu pada waktu terjadinya kerugian
lertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu “Asuransi sosial mempunyai ciri-cirl
khusus, yaitu : (Djoko Prakoso,S.H,1991:322).

a. Penanggung (biasanya suatu organisasi dibawah

wewenang pemerintah).




28

b. Tertanggung (biasanya masyarakat luas anggota
/golongan masyarakat tertentu).

¢. Risiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan
lebih dahulu).

d.  Wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau
peraturan lain)”.
Di Indonesia perusahaan yang mendapat tugas

menyelenggarakan asuransi sosial salah satunya PT. Taspen

(Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan
olch pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi sosial

Pegawai Negeri Sipil dan asuransi tenaga kerja (Astek) bagi
pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Milik
Pemerintah (Negara).

Asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil , yaitu suatu
program asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi
peserta pada waktu mencapal usia pensiun ataupun bagi ahli
warisnya pada waktu peserta meninggal dunia scbelum
lmencapal pensiun.

Asuransi sosial PNS atau sering disebut Dana Tabungan
dan asuransi Pegawai Negeri Sipil adalah suatu asuransi

wcmacam asuransi Dwi Guna yang memberikan jaminan pada

saat seseorang itu pensiun maupun membayarkan haknya
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Lepada ahli warisnya bilamana peserta itu meninggal dunia.
|.emudian ditambah juga pada prog;am Taspen yaitu Asuransi
|.ematian yang tidak lain adalah sekedar sumbangan kematian
vanp, dapat dipakal untuk uang kubur, bilamana peserta itu
wendiri meninggal dunia, istri maupun anak-anaknya. Asuransi
| ematian ini berlaku seumur hidup, sehingga bilamana peserta
yang pensiun dan meninggal dunia maka ia masih mempunyai
Lk asuransi kematian dirinya sendiri, istri, untuk anak-anaknya

sampai dengan batas 12 tahun, asuransi yang diselenggarakan
l'aspen ini mengandung suatu ciri khas, bahwa premi hanya

dibayarkan pada saat seseorang itu aktif, biasanya bila seseorang,
sudah pensiun, maka ia tidak dipungut premi lagi, namun
demikian hak asuransinya berjalan terus sehingga bilamana
meninggal dunia sebagai penerima pensiun maka kepada dirinya
masih akan dibayarkan asuransi kematian.

Adanya asuransi sosial ini dapat menata jaminan
kesejahteraan masa depan/hari tua, karena dengan menyadari
keterbatasan kemampuan memperoleh penghasilan, diperlukan
llpaya secara nyata.

“Upaya nyata yang direncanakan sejak dint dapat
mengatasi ketidak pastian kesejahteraan masa depan/hart tua”.

(PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Polis Asuransi Dwi Guna)™.
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Pengelolaan jaminan kesgjahteraan keluarga di hari tua
begitu penting hingga Asuransi Sosial sangat dibutuhkan
terutama bagi Pegawai Negeri Sipil  yang akhirnya akan

menghadapi masa-masa pensiun.

D. Metode-metode Dana Pensiun
Program pensiun merupakan masalah yang cukup
penting dalam memahami laporan keuangan schingga perlu

adaﬁya petunjuk yang jelas, karena banyak perusahaan yang
menyelenggarakan program pensiun dengan perincian yang

berbeda-beda antara majikan yang satu dengan lainnya, namun
hal pensiun ini biasanya disarankan atas faktor-faktor seperti
misglnya umur karyawan, masa kerja dan tingkat gaji.
“Program pensiun dapat diklasifikasikan dalam
(Niswonger, 1988: 330)
1) Program pensiun dengan Kontribusi (Contibutory
Plan)
Dimana dalam program ini para majikan memungut
sebagian dari pendapatan tiap karyawan sebagai

kontribusi atau iuran untuk program tersebut.

2) Program Tanpa Kontribusi (Noncontibutory Plan)
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Dalam program ini mengharuskan majikan
menanggung seluruh biaya tersebut.

3) Program dengan Cadangan Dana (Funded Plan)
Dalam program ini  mengharuskan  majikan
menyisihkan dana tertentu untuk keperluan jaminan

pensiun nanti, dengan membayar kepada suatu

lembaga keuangan ini berdini sendiri (Independent).
Lembaga keuangan ini yang bertanggung jawab

untuk mengurus kekayaan dana pensiun itu dan
membayarkan jaminan pensiun kepada karyawan.

Untuk kebanyakan program pensiun, perusahaan
asuransi bertindak sebagai lembaga pengelola dana.
4) Program Tanpa Cadangan Dana (Unfunded Plan)

Dalam program ini seluruh.nya dikelola oleh majikan
sendiri dan bukan oleh lembaga pengelola dana.
Untuk setiap rencana bersyarat (qualfied plan) ini
mengizinkan majikan niemotong jumlah iuran
pensiun untuk keperluan pajak dan pendapatan
pensiun tidak dikenakan pajak, dimana kebanyakan’
program pensiun itu sendiri adalah bersyarat.”

Akuntansi untuk dana pensiun menjadi lebih kompleks,

karena tidak adanya kepastian untuk meramalkan pembayaran
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pensiun dalam waktu yang akan,datang. Dimana semua ity
(crgantung dari beberapa faktor seperti, perkiraan umur kerja
karyawan, tingkat pendapatan  karyawan, dan  status
pemberhentian karyawan itu sendiri.

Program pensiun yang dibuat oleh perusahaan untuk
membayar uang pensiun pada karyawannya sesudah masa
pensiun  biasanya disebut defined-benefit plan.  “Dalam
hubungannya dengan sumbangan karyawan dalam dana pensiun
ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, vaitu : (Dr.Zaki
Baridwan, M.Sc., Akuntan, 1990 64).

a Semua biaya pensiun ditanggung oleh perusahaan (non

contributory plan)

b. Biaya pensiun sebagian ditanggung oleh perusahaan dan
sebagian lagi ditanggung oleh karyawan (contributory
plan).

Kewajiban membayar uang pensiun kepada karyawan
fcrgantung pada tanggung jawab perusahaan yang diatur dalam
fencana pensiun  yang sudah disetujui. Ada perusahaan-
perusahaan yang bertanggung jawab langsung terhadap

pembayaran uang —pensiun untuk karyawan-karyawannya.

Apabila dana pensiun yang ada tidak mencukupi maka

perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhinya. Tetapi ada
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jupa perusahaan yang membatasi tanggung jawab maximum
\chesar dana pensiun yang tersedia. Apabila dana pensiun yang
(ersedia tidak mencukupi untuk pembayaran uang pensiun maka
uang pensiunnya yang dikurangi sesuai dengan rencana yang
nda dan perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab lagi.
Penentuan jumlah biaya pensiun setiap tahun harus
(idasarkan pada suatu metode akuntansi yang menggunakan
nctuarial method. Hasil perhitungan ini harus terletak di antara

jumlah minimum dan maximum. Metode akuntansi dan actuarial
yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke

(ahun.

 “Menurut Dr. Zaki Baridwan, M.Sc., Akuntan (1990:69-
10) : Metode-metode biaya actuarial yang dibuat oleh para
nctuary sebagai tehnik penyediaan dana yang akan digunakan
dalam penilaian actuarial. Agar dapat diterima sebagai dasar
untuk_penentuan biaya untuk tujuan akuntansi, suatu metode
biaya actuarial harus sistematis dan rasional dan diterapkan
secara konsisten sehingga menghasilkan jumlah pensiun yang
pantas dari tahun ke tahun. Oleh karena itu dalam membebankan
dalam sebagian biaya dalam sebagai biaya jasa yang lalu atau

scbelumnya, setiap amortisasi dari biaya-biaya itu (biaya jasa

yang lalu atau sebelumnya) harus dibuat secara sistematis dan




rasional dan biayanya harus menghasilkan jumlah tahunan yang
slabil. Jumlah untuk bunga dari bagian yang dananya belum
disediakan (unfunded) harus dinyatakan terpisah atau dapat juga
dimasukkan dalam amortisasi. Tetapt jumlah total yang
dibebankan tidak boleh melebihi jumlah maximum™.

Metode biaya actuarial yang dapat diterima untuk tujuan
nkuntansi adalah metode accrued benefit cost atau unit credit
method dan metode projected benefit cost. Metode-metode

(crsebut dapat diterima asalkan asumsi-asumsi yang digunakan
cukup beralasan. Metode-metode actuarial yang disebut metode

piy-as-you-go dan terminal funding tidak dapat diterima untuk
fujuan akuntansi.

Asumsi-asumsi yang dibuat sebagai dasar penilaian
actuarial adalah faktor-faktor ketidak pastian yang akan
mempengaruhi biaya pensiun seperti tingkat kematian, tingkat
perputaran  karyawan, tingkat gaji, tingkat pendapatan dar
investasi dan lain-lainnya.

Metode pas-as-you-go adalah pembayaran pensiun pada
yint karyawan dipensiunkan, untuk tujuan akuntansi metode ini
(iluk dipakai karena memakai cash basis, juga metode terminal
[unding dimana dana untuk dana pensiun disediakan pada akhir

priode dari masa kerja karyawan. Hanya metode acurial yang
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dapat diterima untuk tujuan akuntansi yaitu metode yang
munggundkan accrual basis.
“Kemudian menurut DR Zaki Baridwan, M.Sc. Akuntan
(1990: 71) :
“Besarnya biaya pensiun yang dibebankan setiap
periodenya tergantung pada berbagai macam faktor seperts
besarnya biaya jasa yang lalu, biaya jasa sebelumnya,
biaya normal, penyediaan dana, dan beberapa faktor
lainnya. Setiap faktor perlu dikaji pengaruhnya terhadap
jumlah biaya pensiun”. |
Suatu perusahaan melakukan perubahan metode
pkuntansi untuk biaya pensiun, oleh karena itu perubahan-
perubahan ini harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Hal ini
perlu untuk sebagai retroactive adjusment terhadap laba tidak
dibagikan.
~ Program pensiun merupakan masalah yang cukup
penting dalam memahami laporan keuangan (neraca dan laporan
(upi laba) sehingga diperlukan untuk" menunjukkan penjelasan

cilatan-catatan terhadap laporan keuangan.




BAB III
GANMBARAN UMUM PT. TASPEN CABANY:

PALEMBANG

R. Seiarah Singkat PT. Taspen (Persero)

Peoawai Negeri sebagai ur.ur aparatur negara dan abdi
masyarokat merupahan salah satu unsur penting dalam
molik-anakail  tugas-tugas  pemerintah  kKhususiya  daiam
mciaksanakzm-tugas—tugas Pembangunan Nastonal,

Keberhasilan Pegawai Negeri melaksanakan tugas-tugas
pemerintah  terutama  dalam  mensukseskan Pembangunan
Nasional ditentikan dalam beberapa faktor, anfara lain yang
terpenting adalah falktor Jaminan Sosial untuk Pegawai Negen
dan keluarganva. Pemberian jaminan sosial yang memadai pada
masa akiif itu belum menjamin scpenuhnya keienangan kerja
Pegawai Negeri. Oleh karcna itu Jaminan Hari Tua Pegawai
Negeri  dan _ keluarganya mutlak  diperlukan  mengingat
mempunyai kaitan yaang crat dengan ketenangan, semangat dan
disiplin  kerja serta dedikasi terhadap tugas-fugas  yang
diembannya.

Usaha-usaha untuk memikirkan kescjahteraan Hari Tua

Pegawai Negeri dan keluarganya sudah mulai dipikitkan olch

36
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pemerintah sejak tahun 1960. Usaha ini dirinlis melalu
konperensi kescjahteraan Pegawai Negeri yang dihadin oleh
semua  Kepala Urusan chawai) dari seluruh Departemen.
Konperensi tersebut berlangsung dari tanggal 23 sampai 26 Juli
1960 di Jakarta.

Kemudian Taspen didirikan tanggal 17 Apnl 1963
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 dan
statusnya adalah Perusahaan Negara (PN) yaitu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan
- Negara, kemudian dengan ké]uarnya Undang-Undang Nomor 9
tahun 1969 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undéng—Undang nomor 11 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk
Usaha Negara menjadi undang-undang, maka pada tahun 1970
dengan SK  Menteri Keuangan RI  nomor  Kep
749/MK/TV/11/1970 Taspen berubah menjadi Perusahaan
(Negara) Umum (Perum).

Secara resmi keputusan konperensi tangé_al 25 sampat 26
Juli 1960, ditmangkan dalam Kkeputusan Menteri Pertama
Republik Indonesia No.338/MP/1960 tertanggal 25 Agustus
1960, antara lain menetapkan tentang perlunya pembentukan
jaminan asuransi sosial Pegawai Negeri sebagai bekal bagt

Pcgawai Negeri atau keluarganya yang akan mengakhiri
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pengabdiannya kepada Negara, Keputusan Menteri Pertama
terscbut kemudian ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah
nomor 9 tahun 1963 yang mengatur tentang Pembelanjaan
Kesejahteraan Pegawai Negeri.

Dengan perkembangan tugas-tugas yang dibebankan
kepada Taspen menyebabkan pula peninjauan kembali bentuk
Badan Usaha Taspen dari Perum menjadi Persero.

Perubahan tersebut sebagai pelaksanaan dar peraturan
pemerintah nomor 25 dan nomor 26 tahun 1981. Maka dengan
- akte panotaris lmah Fatimah,SH nomor 4/1982 kemudian
diubah dengan nomor 3/1982 pendirian PT. Taspen (Persero)
ditetapkan sejak tanggal 4 Juli 1982.

Sejak semula biaya untuk menyelenggarakan Asuransi
Sosial Pegawai Negeri Sipil ini telah ditetapkan atas beban
pecgawai yang bersangkutan yaitu dipotong melalui gajinya
seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1963
dan PP nomor 25 tahun 1981.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor
10 tahun 1963 yang menetapkan bentuk Jaminan Hari Tua bagi
Pegawai Negeri ke dalam Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri dengan iuran wajib serta haknya untuk Pegawai Negeti
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melalui sistem Asuransi, mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli

1961,

1. Struktur Organisasi PT. Taspen (Persero) Cabang
’alembang
Unfuk menjalankan aktivitas perusahaan supaya dapat
herjalan dengan effektif dan effisien diperlukan suatu organisasi
yang teratur untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Adapun
susunan organisasi PT. Taspen (Persero) Cabang Palembang
secara terinei dapat dilihat pada lampiran 1. Untuk memberikan..

pambaran yang jelas, akan diuraikan secara singkat masing-

masing bagian yattu :
KEPALA CABANG
PRANATA
| KOMPUTER
PRATAMA
KEPALA KEPALA KEPALA
BIDANG BIDANG BIDANG
TEHNIC KEUANGAN UMUM
PJ. KASI —| - kast ATUN
TEHNIK KASIKAS KEPEGA- | ARSIPARIS
WAIAN
PJS. KaSl KASI ! KASI
ADM. ADM. UMUM
PESERTA KEUANGAN =
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Adapun pembagian tugas dari bidang-bidang itu :

Kepala Cabang mempunyai tugas dan wewenang scbagal

berikut :

a.

b.

&

Memimpin dan menentukan kebijaksanaan perusahaan.
Mengatur ketentuan-ketentuan  tentang kepegawaian
pergeroan termasuk penetapan oaji, pensiun atau jaminan
hari tua dan penghasilan lain bagt para pegawal
perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan keputusan rapat umum para pemegang
saham.

Mengangkat dan memberhentikan pegawal peréeroan
berdasarkan peraturan kepegawaian perseroati.

Mengatur penyerahan kekuasaan direksi untuk mewalkili
perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada
scorang atau beberapa orang anggota dircksi yang
khusus  ditunjuk untuk itn  kepada sescorang atau
beberapa orang pegawai perseroan baik sendiri maupuil
bersama-sama, atau badan lain.

Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenat
kepengurusan maupun mengenai  pemilikan, sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh
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rapat umum pemegang saham berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Tehnik

a. Mengumpulkan data perorangan dari setiap peserta

o

Taspen, menyelenggarakan pembuatan Kartu Peserta.

b. Melakukan penerimaan penelitian dan perhitungan dari

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Klaim.
3. Bidang Keuangan

a. Mempersiapkan/menyusun dan mengawasi pelaksanaan
anggaran lﬁerusahaan, menyelenggarakan dan
memelihara pembukuan perusahaan, mempersiapkan
dan menyusun laporan bulanan.

b. Mengikuti kebijaksanaan pemerintah dalam Iidang
moneter ekonomi dan pembangunan dalam rangka
mengelola dan investasi.

4, Bidang Umum

a. Merencanakan dan menyusun kebutuhan-kebutuhan
perlengkapan umum perusahaan.

b. Menyelenggarakan tfata  laksana kepegawaian  dan
melakukan penelitian ~serta pembinaan pegawai yang

meliputi pendidikan dan kesejahteraan.




5. Bidang Komputer )

a. Memelihara dan mengembangkan komputer sistem yang
berdaya guna dan menjamin jasa yang dihasilkan dapat
memenuhi kebutuhan perusahaan.

b, Memberikan bantuan kepada pemakai terhadap jasa-jasa
data processing untuk memperbaiki metode dan
pelaksanaan teknis dalam rangka pemakai sumber-
sumber yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan tugas schari-hari biro-biro tersebut

di atas dibantu oleh kepala-kepala bagian dan kepala-kepala

seksi.

C. Penyediaan Dan Pencairan Dana Belanja Pensiun
1, Penyedinan Dana Belanja Pensiun

Dalam penycdiaan dana penstun ini awalnya berasal dan
potongan gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar 10 %, dimana untuk
program Taspen & %. '_Pemotongan ini dilakukan oleh setiap
Bendaharawan dari masing-masing instansi vang ada, dimana
setiap bulannya Bendaharawan mengajukan Daftar Pembayaran
Gaji dan Surat Permintaan Pembayaran Gaji (SPP Gaji) kepada
Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara (KPKN).
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- Daftar pembayaran gaji, , yang berisikan nama, gaji
pokok, gaji kotor dan gaji bersih tiap-tiap Karyawan.
Kemudian daftar pembayaran gaji ini diperiksa oleh
KPKN, agar jumlah gaji yang tertera sesuai dengan
pangkat, golongan dan masa kerja pegawai.

- SPP Gaj memuat : |
1.  Permintaan Gaji, vang terdiri dari : Gaji pokok,

tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan
jabatan, tunjangan beras dan pembulatan. :

2 Peinotongan Gaji, yang terdiri : potongan beras,
iuran wajib pegawai 10 %, PPh, dan potongan-
potongan lain-lain yaitu : potongan tabungan
perumahan, persekot gaji/hutang gaji, sewa rumah.

Dalam hal potongan gaji yang ada dalam SPP yang

discrahkan olch masing-masing bendaharawan ini  dilakukan
langsung oleh KPKN, maksudnya KPKIN akan tetap memotong
jumlah tersebut dari tap-tiap gaji Karyawan 'gpabila
bendaharawan tidak mencatat potongan itu atau tetjadi
kekelirvan dalam pencatatan.

Potongan 8 % untuk program Taspen tersebut oleh Kas

Negara dikirimkan baik secara harian, mingguan dan bulanan
kepada Kantor Pusat Kas Negara di Jakarta scsuai dengan mata
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anggaran untuk program Taspen. Oleh Kantor Pusat Kas Negara
dana tersebut dihimpun dan dikirimkan ke Dircktorat Anggaran
(DJA), maka DJA menghimpun dan menghitung jurnlah dana
untuk program Taspen yang kemudian disalurkan ke rekening
Taspen pada Bank yang bersangkutan.

Dalam penyediazan dana pensiun ini ada beberapa istilah
vang penulis anggap perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu
yaitu :Dapem ialah daftar pembayaran pensiun yang terdiri dari :

- Dapem bulanan ialah Dapem induk yang dibuat sccara
jutin setiap bulan sebagai sarana pembayaran pensiun
bagi pensiun bulanan yang telah terdaftar sebagat
penerima pensiun bulanan.

- Dapem susulan, ialah Dapem yang dibuat bagi penstunan
yang tidak sempat dibuat dalam Dapem Induk.

- Non Dapem ialah Pembayaran Pensiun yang bukan
Dapem bulanan /susulan, dimana penyediaan dana
belanja pensiun ini per triwulan.

Pagi kantor cabang Taspen selambat-lambatnya pada
tanggal 10 bulan ke dua setiap triwulan, menyampaikan daftar
perkiraan kebutuhan dana belanja pensiun (DPKD) untuk
tiiwulan berikutnya kepada kantor pusat PT. Taspen (Persero)

cq. Biro Keuangan dalam rangkap tiga.
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Setiap tahun anggaran, khususnya pada pengiriman
DPKD triwulan pertama, bersamaan dengan DPKD pembayaran
pensiun non Dapem selhma satu-tahun sebagai penerbitan surat
persetujuan UYHD untuk tahun anggaran yang berkenaan.
Kemudian kantor Cabang Taspen (Persero) menerima dan
menata usaha Suvrat Otorisasi penyediaan dana belanja pensiun
dan surat persetujuan dan UYHD yang diterima dari Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA).

Kemudian sclémbat-lamﬁatnya 1 bulan sebelum bulan
pembayéran'pensiun berkenaan, mehgajukan Surat Permintaarr
Penerbitan SKO Penvediaan Dana Belanja Pensiun Triwulan
(BPPSKOQ) kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Anggaran
dengan melampirkan :

1. DPKD masing-masing Kantor Cabang dan jumlah
UYHD yang dibutuhkan khusus DPKD triwulan L
2. Dafiar Rekapitulasi DPKD.

Kemudian berdasarkan  lampiran tersebut DJA
menerbitkan SKO penyediaan Dana Belanja Pensiun untuk
tahun anggaran yang bers‘angkutan, berdasarkan SKO ini KPKN
menerbitkan Surat Perintah Membayar yang terdiri dari :

1. SPM Pencairan Dana untuk keperluan pembayaran

pensiun atas dasar Dapem bulanan/susulan.
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SPM Penyediaan Dana non Dapem sebagai uang muka
kerja untuk keperluan pembayaran non Dapem.

SPM pengganti dana noﬁ Dapem yang telah digunakan
untuk pembayaran non Dapem.

‘Berdasatkan SPM vang telah dikeluarkan oleh KPKN

inilah maka penyediaan dana untuk Dapem dapat diambil

melalui Rekening Taspen pada Bank yang bersangkutan,

Untuk pembiayaan dana pensiun non Dapem gesuai

dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran

Direktur Jenderal Anggaran dana "UYHD untuk pembiayaan

pensiun non Dapem yang disediakan mempunyai sifat sebagai
berkut :

i

[

Pada dasamya UYHD diberikan satu kali setahun pada
setiap awal tahun anggaran, berdasarkan SKO
penyediaan  dana belanja pensiun triwulan dan  surat
persetujuan dari DJA.

Tambahan atas UYHD hanya dapat dilakukan
berdasarkan pada  persefujuan dari DIJA, setelah
mempertimbangkan usul yang diajukan oleh kantor pusat
PT. Taspen (Persero).

Dana UYHD vang disediakan tersebut  belum

membebani mata Anggaran Pengeluaran dari anggaran
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yang tersedia dalam SKO, tetapi atas beban mata

anggaran pengeluaran khusts untuk keperluan tersebut.

4, Dana UYHD dimaksud mempunyai sifat berdaur ulang
(revolving fund), dengan pengertian bahwa dana UYHD
yang telah digunakan untuk pembayaran pensiun non
Dapem dapat diganti kembali melalui proses pengajuan
SPP Penggantian Dana UYHD kepada KPKN setempat
yang sama dengan proses pengajuan penggantian dana
pensiun Dapem. .

Pada setiap permulaan tahun anggaran, atas dasar SKO
pcnye_diaan dana belanja  pensiun triwalan I dan surat
persetujuan UYHD dari DJA. PT. Taspen (Persero) Palembang
mengajukan SPP penyediaan dana UYHD kepada KPKN
setempat scbesar batas yang tertinégi yang ditetapkan dalam
surat persetujuan yang dimaksud.

Semua permintaan pembayaran pensiun non Dapem
sebelum  dibavarkan, harus diteliti lebih dahulu  baik
kelengkapan persyaratan  atau keabsahan dokumen yang
diperlukan ‘sesuai dengan ketentuan untuk jenis-jenis pensiun
yang bersangkutan.

Dana UYHD yang telah digunakan dapat diminta

pcngganﬁnyé sctiap saat dengan cara mengajukan surat
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permintaan penggantian dana UYHD kepada KPKN setempat,
dengan melampirkan, daftar nominatif pembayaran pensiun non
Dapem, yang memuat nama pensiunan bersangkutan dari rincian
pembayaran dan dokumen yang Dbersangkutan untuk
penggantian dana UYHD. l

2. Pencairan Dana Belanja Pensiun
" Kantor juru bayar dan per jenis Dapem serta wilayah
kerja. Dalam penyclenggaraan pembayaran pensiun, —para
pen.siunan dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok pensiun :
a. Pensiun Sipil Pusat (Penstun PNS) |
b. Pensiun Pejabat Negara
e, tPensiun ABRI
d. Tunjangan Veteran
¢. - Tunjangan Perintis Kemerdekaan RI/ KNIP
f. Uang Tunggu
g. Pensiun Daerah Otonom
Masing-masing kelompok pensiun tersebut terdiri dari
beberapa- jenis pensiun sesuai dengan ldasiﬁ'kasi atau  jenis
pensiun yang telah penulis jabarkan dalam bab I, kemudian
penulis batasi bahwa yang penulis bahas adalah pensiun
Pegawai Negeri Sipil saja.
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Untuk tujuh  kelompok pensiun tersebut dibuat 18
(delapan belas) jenis Dapem yang masing-masing memuat
fama-nama pensiunan menurut jenis pensiun dalam kelompok
yang sama. Dengan demikan tiap kantor juru bayar melayani
pembayaran pensiun sesuai dengan daftar jenis Dapem.

Tiap jenis Dapem dan jenis pensiun serfa kantor juru
bayar mempunyai nomor kode tersendiri. Penerbitan Dapem
harus  selesai selambat-lambatnya tanggal 10  scbelum
pembayaran bersangkutan sctelah terlebih dahulu disesuaikan
atau diverifikasi.

Apzibila terdapat pe11siuﬁan ‘yang tidak termuat dalam
Dapem bulanan, dibuatkan Dapem susulan tersendiri . Dapem
cusulan tersebut sudah selesai dibuat selambat-lambatnya akhir
bulan sebelum bulan pembayaran.

Kantor cabang Taspen mencrima Pencairan Dana
Belanja Pensiun dari Kantor Perbendaharaan Kas Negara, segera
menyalurkan ~ kepada  masing-masing kelompok  kantor
bayar/kantor bayar dengan menetbitkan voucher pengeluaran
sebesar jumlah bersih yang terbuat dalam dana pensiun (Dapem)

bulanan atau susulan, yang dibutuhkan oleh masing-masing

kelompok kantor bayar/kantor bayar.
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Berdasarkan SPM vang diterima PT. Taspen (Persero)
dai KPKN untuk pembayaran dana pensiun, maka pada saat
pencairan dana tersebut pembukuannya pada PT. Taspen

(Persero) sebagai berikut :

' Transeksi Voucher Yang | 1o | jurnal Kode MA/Sub MA
Dibuat
‘ -Penerimm melalui Bank Voucher "D | Bamk Pensiun XX
| atas pencairan dana dari Penerimaan D | 204901 PPh XX
| DIA/KKN untuk Pensiun D | 204902 Dana Kesehatan xx
| pembayaran Pensiun D | 204903 Hutang pada Negara ~ xx
: Dapem D | 204904 Asur. Sosial xx
| K | 520101 Klim Pokok Pensivn  xx
ﬂ K | 520102 Klim Tunj.Umum xx
o K | 520103 Klim Tunj Beras =
J Penerimaan non Dapem Voucher D | Bank Pensiun XX
. untuk pengisian saldo Penerimaan Bank K | 010404 Pemindahan Buku
! bersih yang ditarik dengan (K.Pusat-Cabang) o
SPB :

Pembuatan Rekapitulasi Dapem Bulanan. .

Jenis-jenis Dapem fersebut selanjutnya dibuat 4 (empat)

-masing rekap tersebut dalam rangkap

jenis rekapitulasi, masing
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4 {empat), kecuali rckap II dan IV dibuat dalam rangkap 5
(ma) sebagai berikut: ’
a. Rekapimiasii
Memuat jumlah dalam masing-masing jenis Dapem
untuk tiap kantor juru bayar, sehingga diketahui jumlah
jiwa pensiunan dan jumlah uang yang dilayani oleh juru
bayar bersangkutan, ‘sesuai déngan contoh dalam
lampiran 2. |
b. Rekapitulasi II

Memuat semua rekapitulasi I dari masing-masing Kantor

juru bayaf pensiun dalam 1 (satu) wilayah ketja masing-
masing bendaharawan pensiun, yang merupakan jumlah
yang dipertanggungjawabkan  penerimaan dan
pengeluaran pensiun Bendaharawan yang bersangkutan,
sesuai dengan contoh dalam lampiran 3.

. BadteapiodasiIil
Memuat semua rekapitulasi II untuk masing-masing
kelompok kantor bayar, sesuai dengan contoh dalam
lampiran 4.

d. Rekapitulasi IV
Disusun perkelompok kantor bayar dan perkelompok

pensiun, sesuai dengan contoh dalam lampiran 5.
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Pengiriman rékapimlasi i dan IV juga dilampirkan
surat perintali pengiriman pcncair:;n dana pensiun (SPPLS) dan
daftar perincian hutang per KPKN asal rangkap 2.

Yang dimaksud dengan hutang adalah Kkewajiban
‘pembayaran olch pensiun vang pada saat akan lunas, tidak

termasuk didalamnya potongan yang sifatnya terus menerus
| seperti: ASKES, sewa rumah.

Tata cara pembuafan daftar perincian hutang vaitu :

- Setelah Dapem bﬁlan.an sclesai scgera dibuat daftar nama
pensiunan yang mempunyai potongan hutang dalam
Dapem per KPKN asal. .

- Kolom-kolom yang tersedia dalam daftar tersebut diisi
sisa setiap jenis hutang menurut daftar perincian hutjang
pada saat serah terima antar Kantor cabang dengan
KPKN, schingga dapat diketahui sctiap bulan jumlah
hutang semula.

- Dalam kolom berikutnya diisi sisa hutang setiap bulan
yaitu selisih jumlah sisa hutang dikurangi dengan jumlah
potengan yang lain menurut Dapem.

Demikianlah seterusnya setiap bulan, sehingga lunas.
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D. Tehnis Perhitungan dan Administrasi Perhitungan Premi
1. Dasar Perhitungan Potongan Premi

a. Tenaga perbantuan pada BUMN / BUMD peserta
program Taspen.

Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja vang dalam
menjalankan fugasnya diperbantukan pada suatu BUMN/
BUMD, dimana badan ini juga merupakan peserta program
Taspen. 2w s o

Status tcnagd kerja ini tetap scbagai Pegawai Negeri
~ Sipil karena ia hanya diperb'antukzm pada BUMN/BUMD, gaji
yang diperolehnya sebagai. statué Pegawai Negeri Sipil tetap
dipotong sebesar 10 %, untuk program Taspen 8 % dan untuk
Askes 2 % karena itulah maka: tenaga kerja yang diperbantukan
ini juga merupakan program Taspen.

- Potongan premi untuk dana pensiun scbesar : 4,75 %
penghasilan sebagai PNS sesuai dengan SK PNS yang
terakhir vang dimiliki.

. Potongan program THT sebesar : 3,25 % penghasilan

" yang menjadi dasar potongan premi di BUMN/BUMD
yang bersangkutan.

b. Tenaga  perbantuan  pada  Badan (BUMN,

BUMD)/Yayasan bukan peserta Taspen.
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Tenaga kerja i merupakan tenaga Kerja yang
diperbantukan pada suatu badan atay yayasan, dimana badan
atau yayasan ini bukan peserta Taspen.

Status tenaga kerja ini tetap merupakan pegawai PNS
vang diperbantukan. Maka perhitungannya scbagai berikut :

- Potongan untuk program pensiun : 4,75 % penghasilan
sebagai PNS sesuai dengan SK terakhir yang dimiliki.

- Potongan untuk THT : 3,25 % penghasilan sebagai PNS
sesuai dengan SK PNS terakhir yang dimiliki.

¢. Tenaga kerja perbantan vyang diperbantukan - pada
kantor cabang ufamafcabanglPT. Taspen (Persero).

Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang
diperbantukan pada PT. Taspen (Persero), dimana tenaga kerja
ini statusnya Pegawai Negeri Sipil, maka perhitungan potongan
preminya adalah :

- Program dana pensiun : 4,75 % penghasilan sebagai PNS
sesuai dengan SK PNS terakhir yang dimiliki.
- Program THT : 3,25 %-gaji kotor sebagai PT. Taspen

(Persero). "

- Program Askes (Perum Husada Bakti) : 2 % penghasilan
scbagai PNS sesuai dengan SK PNS terakhir yang
dimiliki.
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2. Prosedur Pembuatan Potongan

d.

Tenaga perbantuan pada BUMN/BUMD peserta Taspen.
Pada BUMN/BUMD ini ditugaskan suatu bidang/seksi

yang membuat perhitungan pemotongan dengan cara : -

Sumber data : daftar gaji/master gaji di BUMN yang
bersangkutan sebagai data awal, yang selanjutnya sebagai
data mutast. '

yang menjadi dasar pemotongan premu  sckaligus
melampirkan sampel daftar gaji, contoh pada lampiran 6.
Membuat perhitungan potongan premi yang diserahkan
pada bagian keuangan sebagai dasar penagihan ke

instanst yang tersangkut.

b. Tenaga perbantuan pada Badan/Yayasan bukan peserta

Taspen

Pada Badan/Yayasan ini tugas dari bidang/seksi yang

membuat perhitungan pemotongan yaitu :

Sumber data : bagi peserta yvang belum melakukan
pendataan, ‘maka instansi yang bersangkutan mengisi
formulir secara lengkap dan benar, sedang bagi peserta
yang sudah pernah tnelakukan pendataan, maka perlu

diperhatikan, apakah sudah diperhitungkan dengan benar,
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teliti keabsahan status kepegawaian yang bersangkutan
vang berkaitan dengan tata cara pembayaran, kemudian
premi bulanan harus  dipantau olech  bidang/seksi
keuangan bekerja sama dengan bidang/seksi pengolahan
data, Karena premi tersebut berkaitan dengan haknya di
kemudian han yang mana perhitungan haknya dﬂal(ukan
oleh bidang/seksi tehnik. |

Tenaga perbantuan .yang diperbantukan pada kantor
cabang utama/cabang PT.Taspen (Persero).

Tu‘gas.ixli pada PT. Taspen '(Persei’o.)' diserahkan pada =

bidang/scksi umum dimana :

Potongan premi dimaksud dilaksanakan secara bulanan
bersamaan dengan proses pembuatan daftar gaji dan
dibebankan kepada masing-masing pegawai yang
bersangkutan. Potongan premi terscbut tampak dan
menjadi satu daftar gaji.

Untuk pembuatan potongan tersebut agar bidang/seksi

umum bekerja sama dengan bidang/seksi pengolahan
data.

Kemudian dibuat  voucher  pengeluaran  untuk

pembayaran gaji adalah :
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Debet . : gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sebesar

yang tercantum dalam daftar gaji.

Kr,edif : MA. 201201 Hutang pada kantor pusat-TI7T

(untuk premi THT) sebesar jumlah pada dafiar gaiji.

Kredit : MA. 201202 Hutang pada kantor pusat-dana

pensiun (untuk premi dana pensiun) sebesar jumlah pada

daftar gaji. |

Berdasarkan perhitungan dan prosedur pemotongan
premi inilah setiap instansi yang ada ténaga- kerja yang
diperbantukan  melakukan pemotongan--. gaji untuk premi

pegawai tersebut.

E. Pembayaran Pensiun
1. Periyampaian Dapem bulanan/susulan.

Penyampaian Dapem bulanan antara tanggal 15 sampat
20 setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 25 sebelum
bulan pembayaran.

Dapem susulan disampaikan antara tanggal 1 sampat 5
bulan pembayaran dan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
pembayaran sudah diterima oleh kantor bayar.

Dana pensiun untuk non Dapem bersifat bardaurulang

(Revolving fund), dengan pengertian bahwa dana pensiun non
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Dapem yang telsh digunakan untuk pembayaran pensiun non

Dapem dapat diganti kembali melalii proses pengajuan Surat
Penggantian Dana non Dapemn.
2. Masa Pembayaran Pensiun.

Pembayaran pensiun atas dasar Dapem bulanan/Dapem
susuluan melalui kantor bayar dilaksanakan setiap bulan mulai
tanggal 4 sampai tanggal 20 dengan ketentuan :

- Tanggal 4 sarﬁpai tanggal 7 masa pembayaran utama dan
hari - caﬁangan tanggal 8 dan 9 pada hai utama

.'pembayaran pensiun dibagi menurut kclompok dan jenis
pensiun yang pelaksanaan pembayaran pensiuh dﬂékukan
menurut kehadiran pensiunan yang bersangkutan.

. Seisp tanggal 10 juru bayar / kasir harus
mempertanggung ~ jawabkan  kas non  kepada
Bendaharawan dengan melampirkan Surat Tanda Terima
Pensiun (STTP) yang telah ditanda tangani pensiunan
dan STTP yang belum ditanda tangani karena belum
dibayarkan. |

- Pensiunan yang datang tanggal 10 s/d 20 pembayaran
pensiunnya dilakukan oleh Bendaharawan Pensiun pada
Kantor Cabang/Kantor Pos.




59

STTP yang telah ditanda tangani pensiunan berfungsi
scbagai tanda terima pembayaran pensiunan bulanan dan
merupakan bukti bagi kantor bayar setempat sebagai dokumen
untuk dapat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran pensiun
bulanan.

Bagi para pensiun karena sesuatu hal tidak sempat
mengambil uang pensiunnya sampai berakhir masa pembayaran
tersebut dapat mengambil pensiunnya pada masa pembayaran
bulan bcﬂkﬁm}fa bersama-sama dengan uang pensiun bulan
berjalan. i

Tetapi apabila uvang pensiun dan pensiﬁn bulanan tidak
diambil selama 3 bulan berturut-turut, disetorkan kembali oleh
Bendaharawan Peﬁsiun kepada Kantor Cabang PT.Taspen
(Persero) di BRI setempat.

Agar uang pensiun tersebut dapat dibayarkan kembali
maka pensiunan bersangkutan harus mengajukan permintaan
vang pensiunan 3 (tiga) bulan berturut-turut (SP3B) kepada
kantor cabang PT.Taspen (Persero) setempat atau kantor bayar
(kantor pos) setempat dalam rangkap 3 yaitu lembar 1 dan 2
untuk kantor cabang PT.Taspen (Persero), dan lembar 3 untuk

kantor bayar setempat yang menyatakan bahwa pensiunan masih

hidup dan harus disyahkan oleh Pejabat Pamong Praja setempat
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serendah-rendahnya Camat. Tetapi apabila pensiunan memang,
tiap bulannya mengambil uang pcn:sitm pada kantor cabang PT.
Taspen (Persero), maka surat perinintaan pembayaran kembali
dalam rangkap 3 seluruhnya diberikan pada kantor cabang PT.
Taspen (Persero).

Pembayaran pensiun atas dasar non Dapem dapat
 dilakukan sctiap hari kerja tanpa terikat pada masa pembayaran
penstunan Vbru‘lanar; atas dasar Dapem o | |
3. Tata Cara Pembayaran Pensiun.
| Tata carz; pembayaran pensiun atas dasar Dapem dan ﬁon_
Dapem untuk tiap kantor bayar/juru bayar diaksanakan oleh
Bendaharawan bersangkutan sesuai dengan tata cara yang diatur
dalam petunjuk tehnis direksi PT. Taspen (Persero).

Sebelum  melaksanakan pembayaran  pensiun,
Bendaharawan bersangkutan/juru  bayar harus merasa yakin
bahwa yang menerima pembayaran tersebut benar-benar berhak,
ini berdasarkan data yang ada pada bagian scksi administrasi
peserta pensiun dan pada biro bantuan teknis komputer.




BAB IV

- PENCATATAN PEMOTONGAN GAJI
UNTUK IURAN DAN PEMBAYARAN DANA PENSIUN
PADA PT.TESPAN (PERSERO) CABANG PALEMBANG

Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya
bahwa dana yang diperoleh PT. Taspen (Perscfo) merupakan
dana yang diamanahkan para Pegawai Negeri Sipil untuk dijaga
keutuhannya, bahkan dikembangkan menjadi Iebih besar.
Karena program pensiun merupakan masalah yang cukup
penting  dalam mcmahémi laporah-laporan terhadap catatan

keuangan schingga diperlukan untuk menunjukkan penielasan-

penjelasan atau catatan-catatan terhadap laporan tersebut. Untuk

maksud tersebut, maka PT. Taspen (Persero) disamping memuat
informasi dan catatan  atas  dokumen-dokumen juga
mempertanggungjawabkan keuangan dari segi administratif
tetapi juga dari segi manajemen.

Dalam hal mempertanggungjawabkan laporan atas
kevangan maka éebagai dokumen dan catatan merupakan hal
yang sangat penting dalam mendukung arus pencatatan.
Dokumen dan catatan tersebut dibukukan yang kedalam buku
jumnal. Didalam pembukuan pencatatan suatu perusahaan
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mempunyai metode dan prosedur tersendii. Adapun tujuan
diadakannya pencatatan ini untuk melindungi aktiva perusahaan
dari pemborosan, kecurangan dan penyaiﬁhgmman dan dapat
menghasilkan data, catatan dan laporan akuntansi yang dapat
dipercaya, serta mendorong efisiensi dan mentaati kebijaksanaan
manajemen perusahaan.

Mengingat‘ dana pensiun merupakan dana arﬂanah dari
para Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kaitan yang erat
dengan ketenangan, semangat dan disiplin kerja serta dedikasi
terhadap tugas-tugas yang dietnbﬁnnya, " maka perlu adanya
‘, pengelolaan dana tersebut dengan baik.,‘ | =

Seperti dalam bab sebelumnya penerimaan dan

pembayaran dana pensiun dimulai dari penerimaan dana itu

sendiri sampai pembayaran kepada para pegawai yang telah

pensiun untuk jasa yang telah mercka berikan kepada negara,
serta pembayaran kepada pemerintah dan lembaga lainnya untuk
potongan pajak, pengurangan dan tunjangan lainnya. Diantara
awal dan akhir dari proses dana pensiun itu sendiri, diperlukan
sistem pengendalian yang baik. Dalam sistem pengendalian
terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu struktur organisasi
yang dibuat adanya pemisahan tugas antara yang menyimpan,

yang menerima dan yang mencatat penerimaan uang kas dan
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sctiap penerimaan uang kas langsung disetor ke Bank
sebagaimana adanya. '

Untuk dapat menghasilkan pengendalian yang baik,
salah satunya diperlukan prosedur pencatatan yang baik, dalam
bab ini pencatatan dan pemotongan gaji untuk iuran dan
pembayaran pensiun dibagi dalam tiga tahapan vyaitu prosedur
pencatatan pemotongén gaji untuk iuran dana pensiun, prosedur
penerimaan  dan  pembayaran  dana bensiun, dan

pertanggungjawaban pembayaran pensiun.

A. Prosedur Pencatatan Pemotongan Gaji Untuk Turan
Dana Pensiun
* Proses pemotongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun
dimulai sejak pegawai negeri tersebut menerima  gaji
pertamanya sampai ia memasuki usia pensiun, scperti yang tclah
diuraikan pada Bab II. '

Dalam pemotongan gaji dihitung dan dicatat oleh
Bendaharawan gaji  vang bersangkutan, yang kemudian
diperikea kembali oleh Kantor Bendaharawan Kas Negara.
Adapun bentuk pembukuan yang dilakukan oleh Bendaharawan
adalah baku, jadi KPKN hanya memeriksa kebenaran jumlah

yang tertera dalam pencatatan dan perhitungan dari
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bendaharawan bersangkutan. Perhitungan yang dilakukan
berupa, tunjangan istd 10 % dari gaji pokok, tunjangan
fungsional, tunjangan strukiural, tunjangan beras, tunjangan pph
dan gaji Kotor, kemudian gaji Kotor ini dikurangkan potongan
beras, potongan pph, potongan iuran wajib pegawat 10 % (untuk
Taspen dan Asckes), dan potongan lain-lain, yang hasilnya
merupakan gaji  bersth yang diterima karyawan. Bentuk

' pembukuan untuk pemotongan gaji ini :

Nama [Sta |Gaji Pokok |Tumjlab  |Tum; T Pat (WP [PPh |Pot [iim |ih

|No |NIP Jeol  {Tunj.Kel T. Struk Beras |1 pph |Penghacilan |Beras [10% Lan |Pat  (Peaghasilan
Gol/ Anak |Tstrf T.Fungst ) Kaotor Bersth
Ruang . Suamif Pembulaten ;
Anak

Rp. xnox Rp.xooxx [Rp.xx [Rp xoo|Rp oo Rpoex [Rp.xx |[Rpx [Rpx |[Rpx |Rpxooos

Dari segi pencatatan yang dilakukan terse.but dibuat
tanpa melakukan penjumalan yang kemudian dikirim ke Kantor
Perbendaharaan Kas Negara (KPKN).

Apabila dilakukan penjurnalan setelah  perhitungan
tersebut tentu akan mempermudah melihat jumlah bersih yang

akan diterima, misalkan jurnal pada saat permintaan : -
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Gajt (D) KKK
Pot. IWP - (K)  xxx
Pot. PPh (K) xx "
Pot. Beras (R xx
Pot. Lain-lain _ K) xxx

Gaji yang akan dibayar (K) soxx

Jurnal pada saat pencrimaan uang :

Pot. IWP D) xxx
~ Pot.PPH .. ... x00m
Pot. Beras M) xxx
- Pot. Lain-lain D) xxx
Gaji yang akan dibayar . D}  xxx
Gaji (K) XXX

Pada saat penerimaan gaji untuk bendaharawan tidak
dicatat pada kas,- karena penetimaan tersebut akan langsung
dibagikan pada para karyawan.

Dengan adanya penjurnalan tersebut mempermudah
KPKN untuk melihat jumlah vang akan dimasukkan dalam
rekening Taspen untuk programnya.

Berdasarkan perhitungan dari Bendaharawan ini KPKN
pusat kemudian mengiimkannya ke Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) yang sclanjutnya mengjrimkan kepada Taspen
jumlah yang telah dipotongkan untuk programnya, melalui
rekening Taspen. Kemudian KPKN membuat catatan jumlah
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untuk program Taspen ke kantor pusat Taspen dan jumlah bersih

b

yang harus diterima. .

Berdasarkan laporan dan jumlah yang telah dimasukkan
dalam rekening Taspen inilah kantor pusat Taspen membuat
surat otorisasi yang dikiimkan pada kantor-kantor cabang
berserta jumlah yang akan diberikan untuk pembayaran dana
pensiun tiap bulannya, sesuai déngan daftar perkiraan kebutuhan
dana belanja pensiun yang dibuat oleh kantor-kantor cabang
untuk tiap triwulan.

Surat otorisasi terscbut memuat jumlah dana yang akan
diberikan pada kantor-Kantor cabang.per' niwuiém 'dimané dana
tersebut akan diberikan perbulan sesuai dengan jumlah triwulan
tersebut selama tiga bulan. N

B. Prosedur Penerimaan dan Pembayaran Dana Pensiun
1. Penerimaan Dana Pensiun.

Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya dana yang
berasal dari potongan gaji untuk program Taspen oleh Kas
Negara wilayah dikirimkan baik bulanan atau mingguan ke
kantor kas negara pusat, yang kemudian dikirim ke DJA dan
disalurkan sesuai dengan rekening Taspen. Yang kemudian DJA
menerbitkan SKO sebagai dasar bagi KPKN untuk menerbitkan
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SPM pencairan dana untuk Dapem dan non Dapem serta SPM

. pengganti dana non Dapem. Berdasarkan SPM yang telah

dikeluarkan KPKN inilah dana untuk Dapem dan non Dapem

dapat diambil melalui rekening Taspen pada bank yang

bersangkutan.

Untuk penetimaan dana ini PT. Taspen (Persero)

mengadakan pencatatan atas penerimaan dana vang masuk,

- dimana pencatatan untuk dana bulanan (Dapem) terpisah dari

pencatatan  dana bukan bulanan (non Dapem). Adapun
pencatatan tersebut sebagai berikut :

- Pembukuan ﬁensiun bﬁiénan, transaksinya berupzi

penerimaan melalui bank atas pencairan dana dari DJA

untuk pcmgﬁyarar:l pensiunan  bulanan, dimana

diterbitkan voucher penerimaan bank pensiun.

Jurnal
(D)  Bank Pensiun XXX
(D) 204901 PPh XXX
(D) 204902 Askes XXX
(I) 204903 Hut. Negara XXX
{D) 204904 As. Sosial XXX

(K) 520101 Klim pokok asuransi xxx
(K) 520102 Klim Tunj. Umum  xxx

(K) 520103 Klim Tunj. Beras  xxx
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- Pembukuan pensiun bukan bulanan (non Dapem),
transaksinya pengisian saldo bersih yang ditarik dengan
SPB (Surat Permintaan P;émbayaran), yang kemudian
dikeluarkan voucher penerimaan bank pensiun.
Jurnal
(D)  Bank pensiun XXX
(K) 010404 (pemindahan buku K.cab) xxx
Dari pembukuan yang dilakukan oleh PT. Taspen
(Perscro) terscbut dapat kita lihat bahwa terjadi dcnilﬁlc
pencatatan dari yang “ada "pada' 'KPKN (pembukuan yang
diterima KPKN dan bendaharawan) dan Taspen sendiri, karena
pada KPKN untuk sermua potongan baik PPh, IWP 10 % (pada
Taspen_ dipisah menjadi Asuransi Sosial dan Askes), Tunj.
Umum (istri/suami/anak), Tunj, Beras dan Gaji Pokok, telah
. dicatat secbelumnya oleh KPKN dan Taspen mendapat catatan
laporan atas semua itu, ini dapat dimengerti karcna Taspen
menerima SPM dari KPKN sendiri dalam jumlah bersih, dengan
dicatatnya kembali maka Taspen dapat melihat perhitungan
sendiri jumiah bersih dana yang ada dan merupakan alat kontrol
vang baik dari dana dengan jumlah yang diterima Taspen.
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2. Pembayaran Dana Pensiun.

Pada bab scbelumnya telah diuraikan bahwa pembayaran
dz;.na pensiun untuk non Dapem bersifat berdaur ulang
(Recolving fund), dengan pengertian bahwa dana pensiun non
Dapem dapat diganti melalui proses pengajuan pergantian dana
non Dapem.

Pada kondisi tertentu dana non Dapem dapat membiayai

. pembayaran dana pensiun Dapem bulanan, ini terjadi apabila

suatu kondisi dimana ada pensiunan yang tidak mengambil uang '

pénsiunny'a‘- selama tiga bulan berturut-turut, untuk kondisi ini
Taspen mcngcmbalikan atau  menyetorkan 'kembaﬁ . uang
tersebut ke KPKN, dan Taspen membuat daftar mutasi 1 dan
mutasi 11. Daftar mutasi 1 dibuat setiap bulan yang memuat
nama-nama pensiunan yang belum mengambil uang pensiunnya,
mengenai bulan lalu dan atau bulan bersangkutan, scdangkan
daftar mutasi 11 dibuat setiap bulan yamg sigimual 4@ma-nama
pensiunan yang tidak mengambil uang pensiunnya 3 bulan
berturut-turut. Tetapi apabila pada bulan keempat para pensiun
tersebut akan mengambil vang pensiunnya selama tiga bulan
berturut-turut yang belum diambil, maka para pensiunan harus

mengajukan surat permohonan kembali pembayaran kepada

Taspen yang kemudian Taspen akan mengajukan permohonan
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kepada KTUA (Kantor Tata Usaha Anggaran) untuk dibentuk
PGS 11 r

PGS 11 merupakan perintéh bayar terhadap dana pensiun
yang telah disetor ke rekening kas negara. Setelah PGS 11 ini
terbit maka Taspen akan membayar uang pensiunan tersebut
sebanyak tiga bulan berturut-turut dengan menggunakan dana
non Dapem, karena dana non Dapem yang dipakai maka Taspen
akan mencatat sebagai pengeluaran (non Dapem), kemudian
'diajukaﬁ (dipertanggungjawabkan) kembali kepada KPKN
untuk dibayar kembali scbesar yang sudah dikeluarkan. Apabila
pengajuan Taspen tadi disetujui maka jumlah dana yang telah
dikeluarkan oleh KPKN dimasuk kedalam rekening Taspen
sebesar pengeluaran.

Taspen melakukan pencatatan atas penerimaan Mutast
pembayaran pensiun bulanan yaitu :

- Transaksi penerimaan mutasi atas pembayaran pensiun

bulanan, voucher yang dibuat penerimaan kas/bank.

(D)  Kas/bank XXX

(K) 202020 Pre memory Xxx

(Atas pemenmaan mutasi, bila mutasi I agar

dikembalikan ke bendaharawan pensiun semula, bila
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mutasi I/ agar disetor, ke KPN setempat dengan

mendebat mata anggaran 202020 (PM). =

Daftar mutasi yang tclaht. penulis kemukakan di atas
terdiri atas dua macam dafiar yaitu daftar mutasi I dan IL Pada
keterangan dibawah jurnal untuk penerimaan mufasi atas
pembayaran penstun tersebut bahwa untuk daftar mutasi IIT
pencatatan untuk penerimaannya adalah sama dengan daftar
mutamI dan IL Daflar mutasi IT merupaf{éﬁ daftar mutasi yang
dibuat sectiap bulannya yang memuat nama-nama pensiunan
yang tidak berhak, karena ganda, ditangguhkan atau dihentikan
pembayarannya atau karena meninggal dunia dan tidak ada
keluarga yang berhak menerima pensiunan terusan. Uang
pensiun tersebut harus disetor kembali ke rekening kas negara
dalam wilayah KTUA yang bersangkutan selambat-lambatnya
tanggal 21 bulan bersangkutan. Dalam pembuatan daftar mutasi
I ini bendaharawan pensiun harus benar-benar yakin dan
mempunyai bukti-bukti vang lengkap, tapi kalau masih ragu
dimasukkan dzﬂam daftar mutasi II.

Dari segi konsep konsevatisme hal di atas baik sekali
karena kita ketahui seorang pensiunan yang belum sempat
mengambil uang pensiunnya dalam beberapa bulan dan tidak
ada laporan yang diterima Taspen, maka pihak Taspen tentu
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akan mengambil tindakan yang benar dengan membuat daftar
mutasi Il dan menyvetorkan kembali dana tersebut ke kas
negara. Karena kita ketahui bahx’;fa uang yang digunakan untuk
pembayaran dana pensiun itu memang berasal dari pemotongan
gaji pensiunan tersebut selama masih bekerja, tetapi dana
tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan
penstunan itu sendiri. Oleh karena itu baik sekali Taspen
mengadakan pencatatan dan pengumpulan data dengan
membuat daftar mutasi dan penyctoran kembali dana tersebut ke
kas negara berdasarkan dafiar mutasi tersebut. Pencatatan dan
pengumplﬂan bukﬁQbukti seperti mﬂah 'yaﬁ'g meinuat. dana
masyarakat yang telah pensiun dan dana pensiun khususnya
dapat terkontrol dan terkoordinasikan secara baik dan
dipertanggungjawabkan untuk menghindari penyalahgunaan
terhadap dana terscbut, disamping pengendalian intern yang
baik. Disamping itu dana pensiun yang memang dititipkan para
karyawan kepada pemerintah melalui Taspen.

PT. Taspen (Persero) dalam membuat pencatatan untuk
dana Dapem dan non Dapem terpisah. Dalam prosedur
pencatatan untuk penerimaan dan pembayaran dana Dapem dan
non Dapem adalah sebagai berikut :
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Prosedur Pencatatan Untuk Dana Dapem :
Pada sast Pada saat di!;ayarkan Pada seat dana
dana Dilerima {penyaluran) dapem disetor ke
KPKN
D Bank Pensiun xx |D  Klim pokok pensiun =~ XX [---eecemmcemeceme-
D PPh % D Klim T.Umum o i | EE e e
D Askes ¥x |D  Klim T Beras S ]
D Hut.Negara xx |[K PPh 616/ (YRR
{ D Asur.Sosial xx |[K  Askes X% e
K  Klim Pokok xx |[K HutNegara o (L.
K Klim Pokok Pensiun  xx |[K  Asur. Sosial b Q| R
K Klim T.Umum xx |K Bank Pensiun XX lorcmemeeiiis e
K Klim T.Beras XX (Kas Pensiun) ~ |eceeemeeeeeees
Prosedur Pencatatan untuk dana Non Dapem (UYHD) :
Pada caat Pada cant Pada saat Pada saat
lliberikan pada dibayar =1 pengajuan per- penggantian
Taspen tanggungjawaban melalui SPM
herikan 1x D Klim pokok pensitn  xx [D Piutang pensiun xx |D Bank Pensiun XX
diterima) D Klim T.Umum xx [D PPh xx  |K Piutang Pensiun  xx
I} Klim T.Beras xx (D Askes xx
il Pensiun xx K PPh xx D HutNegara XX
Hn w  |K Askes xx [D Asur.Sosial xx
K Hut.Negara x  |K Klim Pokok pensiun  xx
K Asur. Sosial x K Klim T.Umum *x
K  KasPeosiun/UYHD xx |[K Klim T.Beras xx
| :
| (untuk PGS 11)
D Piutang Peasiun XX
K  Kas Pensiun/UYHD xx
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Kalau dilihat pada kondisi di atas penggantian dana
Dapem untuk non Dapem tcxécbt}t dapat dipahami. Taspen
sebagai lembaga vang dipercayakan dalam pengelolaan dana
pensiun tentu akan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi
pensiunan, karena para pensiunan adalah orang-orang yang telah
lanjut usia yang membutuhkan uang sebagai kelangsungan
hidupnya. bengan adanya panggantian pembayaran pengiun ini
perlu adanya pencatétan, seperti yang dilakukan oleh Taspen
tersebut. _ | ' |

Dari segi pencatatan pada séat pcmbayaran pénsiun'non
Dapem urnituk PGS 11, uang kas UYHD yang dikeluarkan untuk
pembayaran tersebut akan dibayar kembali pada saat
penggantian dana, berupa piutang bagi dana non Dapem.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dana non Dapem
diterima atas SKO dan pusat atas permintaan kecbutuhan dana
secara triwulan, akan tetapi dana tersebut yang ada pada Kas
Taspen hanya untuk satu bulan dan bulan berkutnya akan ada
pengisian kas kembali sebesar bulan sebelumnya sampai jangka
waktu tiga bulan. Untuk selanjutnya Taspen akan mengajukan
daftar kebutuhan dana bagj triwulan berikutnya.

Dari segl pencatatan yang dilakukan Taspen pada saat
pencrimaan dana non Dapem, jumlah yang dibukukan sebesar
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dana yang diterima pada saat pengisian kas perbulan dari dana
yang tersedia untuk triwulan. Taspen akan mencatat apabila
dana ter:;,ebut diterima, jadi untukt jumlah dana keseluruhannya
" diketahui dari SKO yang diterbitkan oleh Kantor pusat. Jumiab

ini belum dicatat, dan akan dicatat apabila telah tercalisasikan.
Untuk pembayaran pensiun adanya imbalan atau jasa

vang harus dibayar Taspeﬁﬁ yang sering digunakan istilah

pembayaran fee/imbalan atas pembayaran pensiun. Pembayaran

fee/imbalan jasa, pcmbayaraﬁ untuk kawat scrta porto alas
pémbayéran pensiun dibayar per kas/bank, dan biaya foto copy
dolmmen pcnsiﬁn. ‘Untuk dana Dapem dan non Dapem
pencatatan pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah :

- Transaksi pembayaran fee/imbalan jasa atas pembayaran

pensiun per kas/bank, voucher yang dibuat pengeluaran

kas/ bank pensiun.
Jurnal !
(D) 011904 Piutang fee/imbalan jasa XX
(K) Kas/bank pensiun XX

Untuk pembayaran fee ini dilakukan pembayaran
melalui bank dalam hal masih terdapat saldo bersith pada
rekening bank pensiun.
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- Transaksi pembayaran biaya kawat dan porto atas

pembayaran pensiun, voucher yang dibuat pengeluaran

kas/bank/giro pos pensiun.

Jurnal :

(D) 011904 Piutang kawat&porto Xx

(X) K ashanld/giro pos pensiun XX

- Transaksi pembayaran biaya foto copy dokumen pensiun

{per kas), voucher yang dibuat pengclilai'an kas pensum |

Jurnal : _
D) 011905 Piutang biaya cdpy dokumen XX
pensiun
(K) ' Kas pensiun XX

Dari segi pencatatan unfuk pembayaran biaya-biaya yang
dilghmtlan pensdhaan, pencattann yaagg dilakukan: adalah,
dengan mendebet biaya-biaya sebesar jumlah yang dikeluarkan
dan mengkredit kas kalau ia dibayar tunai atau bank apabila via
bank. Pencatatan untuk foc dan biaya yang dilakukan Taspen,
dengan mendebet piutan fee/imbalan jasa yang dikeluarkan oleh
Taspen, menyebabkan adanya pemikiran bahwﬁ ﬁengeluaran
tersebut adalah pendapatan mengingat bahwa pencatatan
tersebut dimasukkan dalam kategori piutang bagi Taspen. Tetapi
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kalau kita lhat pc—:ncatataﬁ atas penerimaan dana pensiun,
dimana Taspen moncatat kcmbal; penerimaan penggantian fee/
imbalan jasa dari DJA, imi mcnipakan biaya yang dikeluarkan
oleh Taspen dan bukan merupakan piutang. Pencatatan
pencrimaan untuk penggantian feefimbalan yang dilakukan
Taspen sebagai berikutf :

(D) Bank Pensiun X%

" (K) 011903 Piutang fee/imbalan - xx

Kalau dilihat pencatatan penerimaan —penggantian
terscbut maka fecfimbalan it merupakan pcndapatanr dari
piutang bagi Taspen, karena Taspen nantinya menerima dana
dari DJA, tetapi pencatatan yang dilakukan untuk pengeluaran
dapat memberikan pengertian bahwa Taspen mengeluarkan
uang untuk biaya tersebut ini dilihat dar transaksi yang dicatat
di pembukuan yang merupakan pembayaran feefimbalan jasa
dan pembuatan voucher pengeluaran Kas, untuk pencatatan
biaya kawat dan porto serta foto copy dokumen vang dilakukan
Taspen seperti di atas kita dengan mudah dapat mengerti bahwa
ini merupakan ~pengeluaran kas ditunjang juga dengan
pembuatan voucher pengeluaran kas, tetapi ini juga dimasukkan
dalam kategori piutang, seolah-olah itu merupakan pendapatan
padahal ini merupakan biaya bagi Taspen. Kalau dilihat
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pembuatan  voucher pengeluaran tersebut bahwa Taspen
melakukan pengeluaran per kas. Dari segi pencatatan untuk
pengeluaran maka biaya-biaya tersebut didebet dan mengkredit
kas untuk pembayaran tunai. Maka pencatatan untuk biaya-
biaya pensiun dapat dibuat scperti ini :

(D) Biaya jasa

(D) Biaya dokumen
(D)  Biaya kawat

(D)  Biaya lain-lain

(K) Kas/bank pensiun

gk HKEE

Kalau untuk biaya fase/imbalan yang dapat penggantian
dana dari DJA, untuk penggantian ini diadakan pencatatan
kembali :

(D) Kas/bank pensiun

(K)  Penggantian biaya fase XX

Dengan pencatatan seperti ini dapat dimengerti bahwa
dengan adanya biaya-biaya terscbut perusahaan melakukan
pengeluaran kas dan dibuatlah voucher pengeluarannya. Jadi
bukan pada piutang, karena ini dapat menimbulkan pengertian
yang lain bagi pembaca laporan keﬁangan terutama bagi pihak-
pihak luar yang sedikit mengerti tentang pencatatan.
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C. Penyusunan Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun

Setelah  pembayaran pcnsfiun berakhir, masing-masing
bendaharawan pensiun pada kantor cabang, menyusun Dapein
bulanan dan Dapem susulan sebagai bahan penyusunan surat
pernyafaan pembayaran pensiun (SP3), daftar mutasi, dan surat
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pensiun

(SPIP2P). |

'~ Dalam pembuatan SP3 yang dibuat oleh bendaharawan
kantor cabang/juru bayar per jemis Dapem, misalnya
bendaharawan/juru bayar melayani 18 jenis D’apcm' bulanan dan
5 jenis Dapem susulan, maka dibuat sebanyék 23 (dua pﬁluh
tiga) SP3. Masing-masing SP3 ini dilampiri carik asli Dapem
bulanan dan Da;em susulan yang telah ditandatangani oleh
pensiunan bersangkutan, dan telah sitempel pada lembar ke 3
(liga) Dapem berkenaan.

Terhadap saldo uvang pensiun yang belum dibayarkan
bulan-bulan lalu, seperti yang diungkapkan diatas dibuat daftar
mutasi, sesuai dengan daftar mutasi I bulan itu, di buat 2 (dua)
SP3. Dalam pembuatan daftar mutasi terdiri atas 3 (tiga) macam,
yaitu

1. Daftar Mutasi I, dibuat setiap bulan dalam rangkap 2

(dua) yang memuat nama-nama pensiunan yang belum




80

mengambil uang pensiunnya, mengenai bulan lalu dan

atau bulan bersangkutan termasuk pensiun peninggalan.

2

Daftar Mutasi I, dibuat setiap bulan dalam rangkap 6
(enam) yang memuat nama-nama pensiunan yang tidak
mengambil uang pensiunnya 3 (tiga) bulan berturut-turut
termasuk pensiun peninggalan. |

3.- Daftar Mutasi III, dibuat setiap bulan dalam rangkap 4

(empat)- yang memuat nama-nama pensiunan yang tidak

berhak, karcna ganda, ditangguhkan atau dibentikan

pembayarannya atau karena meninggal dunia dan tidak

ada keluarga yang berhak mcnérima pensiun terusan.

Uang pensiun tersebut harus disetorkan kembali ke
rekening kas negara dalam wilayah KTUA (Kantor Tata Usaha
Anggaran) yang bersangkutan selambat-lambatnya tanggal 21
bulan bersangkutan.

Untuk pensiun peninggalan yang telah/belum  dimuat
dalam daftar Mutasi I dapat dibayarkan langsung oleh kantor
juru  bayar/bendaharawan  pensiun karena  janda/duda
bersangkutan, setelah yang bersangkutan mengajukan surat
permintaan pembayaran dengan melampini surat pernyataan
tanda bukti diri (SPTB)/foto copy surat-surat yang diminta, surat

kematian dan surat keterangan ahli waris.




81

Terhadap pensiunan peninggalan yang telah dimuat
dalam daftar Mutasi II pcmbayai'an kepada janda/duda dapat
fdilaksanakan setelah yang bersangkutan mengajukan surat
permintaan pembayaran kepada kantor cabag Taspen melalui
kantor bayar dengan melampirkan surat pernyataan tanda bukti
diri/foto copy surat-surat lainnya dan foto copy surat kematian.
Apabila i,fang mengajukan permintaan pembayaran pensiun
peninggalan adalah  yatim/piatu ‘atau  ahli warisnya, harus
melampirkan pula surat keterangan kuasa ahli waris dan surat
'k'éterangan kematian. - |

. Pada surat pertanggungjawaban pencrimaan dan
pengeluaran pensiun (contoh pada lampiran 6) disertakan :

- Pada sist penerimaan :

Asli rekapitulasi 1 atau II (lampiran 1 dan 2) dapem

bulanan dan dapem susulan.

- Pada sisi pengeluaran :

a. Asli surat pernyataan pembayaran pensiun per jenis
dapem bulanan atau susulan dengan melampirkan jenis
dapem yang bersangkutan, yang telah ditanda tangani
oleh pensiunan bersangkutan pada lembar ke tiga dapem

berkenaan.
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b. Asli sural pornyataan pembayaran pensiun atas cati
dapem 1 (satu) bulan lah; disertai dengan carik asli
dapem yang telah ditanda  tangani pensiunan
bersangkutan.

c. Asli surat pernyataan pembayaran atas carik dapem 2
(dua) bulan lalu disertai dengan carik ashi dapem yang
telah ditandatangani pensiunan yang bersangkutan.

d. Aslifoto copy surat kuasa, apabila pembayaran |
dilakukan kepada pencrima surat kuasa, surat kuasa ‘
dimaksud dilampirkan pada dapem yang berkenaan. -

¢. Foto copy/tembusan surat keterangan kematian, surat
keterangan ahli waris untuk pencairan pensiun
peninggalan dan pensiun terusan bulan pertama.

£ Asli daftar mutasi 1. .

Tembusan surat tanda setoran (STS) ke rekening Kas

qe

Negara disertai dafiar asli mutasi IT dan carik asli dapem
' berkenaan.
t Asli surat tanda setoran (STS) ke rekening Kas Negara
dicertai carik asli daftar mutasi Il berkenaan.
Setiap tanggal 21 bendaharawan pensiun pada kantor
cabang mendalului mengitimkan surat pertanggungjawaban

pencrimaan dan pengeluaran pensiun yang disampaikan pada :




83

- Kantor Tata Usaha Anggaran

Berupa, asli dan fembusan surat tanda sctoran ke
rekening Kas Negara disertai asli dan 2 (dua) tembusan
daftar mutasi I berkenaan.
- Kantor cabang
Berupa copy surat tanda setoran ke rekening Kas Negara,
~ disertai tembusan daftar mutasi I dan daftar mutasi I

e

Bagi kantor cabang Taspen sctelah menecrima tembusan
surat pertanggungjawaban penetimaan dan pengeluaran pensiun
dari bcndaharaWan pensiun, surat tersebut ségera dité]jti dan |
dibandiﬂgkaﬁ deﬁgan laporan pencairan dan penyaluran dana,
apakah jumlah pengeluaran menurut laporan tersebut untuk
bendaharawan pensiun bersangkutan sama dengan jumlah
penerimaan  sural  perlanggungjawaban  penerimaan dan
pengeluaran  pensiun, bila terdapat perbendaan  perlu
dipertanyakan pada bendaharawan yang bersangkutan.

Apabila  semua  bendaharawan  pensiun  telah
menyerahkan surat perfanggungjawaban  penerimaan dan
pengeluaran pensiun, kantor cabang Taspen segera membuat
daftar rekapitulasi tembusan atas surat pertanggungjawaban
tersebut perkelompok -juru bayar, kemudian dirangkum dan
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dicocokkan dengan tembusan daftar rangkuman dan rekapitulasi
surat pertanggungiawaban dari karfltor tata usaha anggaran yang
bersangkutan. Dafiar rangkumari tersebut aslinya dikirimkan
pada direksi PT. Taspen (Persero) pusat.

Penyusunan pertanggungjawaban pembayaran pensiun
pada PT. Taspen (Persero), kalau diamati cukup rumit tetapi
serua dokumen dan daftar dari pencatatan atas dana pensiun itu
sendiri terkoordumdanlangsung diteliti oleh Diijen Anggaran
dan Kantor Tata Usaha Anggaran. Untuk pengeluaran dan
penerimaan dana pensiun semuanya harus mendapat persetujuan
dari Kantor Kas Negara dan diotorisasi dlch pejabat tertentu.

Dalam penyusunan pﬁMnggung}'ﬁwaban pembayaran
pensiun ini, dana pensiun yang menjadi pembayaran adalah dana
vang berasal dari dana APBN, sedangkan kalau dilihat dari
jurnal yang tclah ada di atas merupakan dana yang berasal dan
potongzin gaji pegawai negeri. Untuk dana pensiun yang berasal
dari potongan itu sendiri merupakan modal untuk diinventasikan
Taspen pada pihak luar. Investasi Taspen ini terfuang dalam
Keputusan Menteri Keuangar; Republik Indonesia nomor : 231/
kmk.C17/1993. Jumlah dana yang berasal dan potongan gaji
karyawan ini diserahkan pada Taspen dan untuk mengetahui
jumlah bersih yang akan diterima maka Taspen mengadakan




pembukuan tersebut, pada kondisi seperti ini hal tersebut daper
dipahami. Tapi bagaimana bcntukr pencatatan dard dana pensiun
itu sendiri baik untuk Dapem maﬁpun non Dapem yai‘.lg beragal
dari dana APBN.




BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa atas pencafatan dana pensiun pada

PT. Taspen (Persero) dalam hubungannya dengan akuntansi

yang telah diuraikan dalam pembahasan bab IV, maka dapat

disimpulkan :

1.

b2

Dalam penjumalan dana non dapem dilakukan bularian, .
sodangkan dana 'te_rs;ébut bersifat triwulan, hal ini Karena
dana tersebut diferima secara bulanan. Untuk jumlah
dana kescluruhan triwulan tersebut belum dicatat,
schingga untuk mengetahui jumlah keseluruhan dana
yang tersedia dilihat dari SKO nya saja. Padahal dana
(iwulan terscbut pasti akan diterima walaupun dalam
bentuk penerimaan bulanan.

Berdasarkan analisa pada bab IV, adanya peminjaman
dana non dapem untuk dana dapem, pencafalan yang
dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) berupa pengeluaran
dana non dapem yang kemudian akan dibuat laporan

pertanggungjawaban atas pemakaian dana tersebut.

86
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3 Pencatatan untuk dana pensiun ini belum ada standarnya,
schingga PT. Taspen J(Pcrscro) membuat  sistem
pencatatan pembukuan t:arsendiﬂ dan belum bersifat
umum, hal ini membuat kita dalam menganalisa

" memertiukan pemahaman yang mendalam.

4. Sistim pencatatan dan pensiun ini culup rumit untuk
dipahaﬁti, karena dokumen dan formulir yang ada dalam
bentuk yang baku dan banyak, schingga untuk
m&;maﬁami sistim ~ pencatatannya memerlukan waktu

- yang cukup lama.

B. Saran-saran |

1. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap sistim

perhitungan pensiun yang ada, karena dasar perhitungan
pemberian uang pensiun sama sckali terpisah dengan -~

tabungan iuran dan tunjangan pensiun karyawan masing-

masing. Landasannya sepenuhnya adalah kemampuan

karvawan fersebut seberapa lama dapat memberikan

juran pensiun, akibatnya uang pensiun selalu lebih kecil

dari gaji terakhir. Schingga ada anggapan aneh kalau

sudah pensiun uang pensiun yang diterima sama afau

{cbih besar dari gaji terakhir ketika masih aktif
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membanting tulang dan pikiran serta berkorban apa saja
untuk pekerjaan  dan tc;rﬁpatnya bekerja. Jadi, uang
pensiun masih dianggap Kelanjutan dari pada gaji yang
masih akiif bukan hasil tabungan karyawan sendiri
meskipun kenyataannya iuran dan tunjangan pensiun tu

ditabung.

. Perlu adanya kesepakatan dalam sistim pencatatan

pensiun ini, mungkin pemerintah dalam hal ini PT.

Taspen (Perscro) dapat bekerja sama dengan pakar-pakar

“keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia ‘untuk--

membentuk sistim perhifungan pensiun, schingga sistim
dana pensiun dapat bersifat universal dan para karyawan
khususnya para calon pensiun ciapat membuat perkiraan
berapa jumlah uang pensiun yang akan diterima setiap
bulannya dan sctiap karyawan dapat mengerti tentang
perhitungan pensiun itu sendiri, karena sampai sekarang
banyak PNS ity sendir tidak mengetahui bagaimana
perhitungan pensiun yang akan diterima dan uang apa
saja yang akan mereka terima, - sehingga masyarakat
tidak pertu harus kebingungan dan resah dalam

menghadapi masa pensiunnya.
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3. Dalam perhitungan dan pencatatan jumlah pensiun yang
tclah ada, kiranya dapat fmcmpcrtimbangkm apa yang
telah disumbangkan karj/awan baik pikiran maupun
tenaga selama bekerja, serta penambahan hasil kerja dan

% keahlian vang didapatnya yang dipergunakan untuk
} orang banyak, tidak hanya berdasarkan golongan serta
masa kerja saja, karena seseorang walaupun hanya

tné'njéﬁét ”I'iébétl‘épa “tahun Séjé. dapat ‘membuat suatu

perubahan yang sangat besar dilingkungan kerjanya

'Vdibandxingkaﬁ | seseograng yang telah bekerja dan

mengaﬁdi selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada

renovasi serta inovasi yang besar dalam lingkungan kerja

dan kagemya untuk dinikmati orang banyak dalam

jangka yang panjang. Kiranya ada sistim pensiun yang
benar-benar dapat dinikmati.

4. Kiranya dalam pencatatan dan laporan yang ada dapat
dibuat suatu format vang cfisiensi dan efektif, agar
jurnlah formulir yang banyak dapat dikurangi tanpa
hatus mengurangi maksud dan tujuannya. |

5. Kiranya pemerintah dapat memperhatikan penerimaan
pensiun bagi para Pegawai Negeri khususnya Sipil yang
jauh di bawah gaji terakhir. Bila periu adanya kerja sama
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untuk menswastanisasikan secara penuh pengelolaan
dana penstun. Karena dn;la pensiun vang diterima para
pensiunan itu juga membantu tingkat kesejahteraannya,
apakah uang pensiunan yang diterimanya cukup untuk
menghidupinya atau tidak, bukankah salah satu program
pemenntah  meningkatkan  kesejahteraan masyaral_{at

; sehingga dapat tercapainya tujuan nasional yang dinamis

'| dan séﬁﬁﬁéng.
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Kantor Cubang Surat Pernyalean Pembayaren | Lempiren :

PT. Taspen {Perserc) Pensiun Atas Dasar Dapem

KPRIVEPD/BRI Jenis Dapem : ...ooovaviinne
’ Jumlah Lembar : ...coceev e

Bendsharawan pensiun pada kantor cabang PT. Taspen (Persero) IKPB.KIBPDIBB.I Af ocoesne

menyafakan bahwa sesuai dengan rekap 1 Dapemﬁems Dapem. ... ..s:s5-2mes pada kantor juru

bayar / bendsharawan ....... di o telah dibayar kepada penerima pensiun/

tunjangm dengan rincian sebagai henkut

Jumlah yang aken dibayar ©ereveeesmieeenee | Pensiunan Rp. e (Bersih]

Jumah yang telah dibayar D reeeeeestesseesseenies s POSTUNAN RP. e {(Bersih)
 Sisatidak dibayarkan kepada 1 ..o Pensiunan Rp. ..eeoweeeceneree (Bersih)

yang berhak

Telah disetor ke Kas Negara < ...cocoeuueeceurnns ? Pensivman Rp. oo oeee (Bersih)

{Mutasi IT+Mutasi III) ' -

Sisa yangmasih akan

dibayarkan U i remseseseesneneers s PeDSIUOBA KD, ... (Bersm)

(Dengan huruf) ;. Spisias

Perincian f.crsebut dl a.tas scsual dcngan _jctus Dapcm Lcmbar kc iwr!umpw

Keterangan ; Jumleh yang telah disctor kembali ke rekening kas negara di ...

Menurut Dafter Mutasi I PRSUUURUDOTPPE ) <1111 1-* 1 23 s OSUR

Menurut Daftar Mutas1 IIT ieieeeeseesssnenen - Dengiunan Rp. e

Jumlah D P 2 111 L S

Pertangeungiawaban .

WOTHOT & srineuuninss Tanggal ...ccoovnv B 1§

Telah diperiksa kebenarannya Rendaharawan Pensiun

Catatan Pemeriksa

Coret yang fidak perlu

Asli + tembusan KTUA ybs

Tembusan Kantor Cabang

Tembusan Bendsharawan yang bersangkutan




Kantor Cabang Daftar Rekapitulasi Jenis-jenis Dapem Lampiran : ......
. PT. Taspen (Persero) Melalui Kantor Juru Bayer di ................ Lampiran
l di Rendaharawan Pensiun Kode Juru Bayar ~ ~ | ...-Jenmis
! Wilayah KTUA di ..o Bulan
3 No. Jenis Dapem Kode Jml.Jiwa | Juml Jumlah Jumlah Bersih
Jenis -Pensiun | Kotor Potongan
Dapem Istrif
-Anak
1 2 3 4 5 6 7
| '
i H
Catatan :

1. Asli+tembusan : Bendaharawan KPRK
2. Pertinggal
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